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7 خ Kh 22 ك K 
8 د D 23 ل L 
9 ذ Ż 24 م M 
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12 س S 27 ه H 
13 ش Sy 28 ء ’ 
14 ص Ṣ 29 ي Y 
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2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, 
terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap 
atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 
atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:  
Tanda Nama Huruf Latin 
  َ  Fatḥah A 
  َ  Kasrah I 
  َ  Dammah U 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa 
gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya 
gabungan huruf, yaitu: 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf 
ي  َ  Fatḥah dan ya Ai 
و  َ  Fatḥah dan wau Au 
 Contoh: 
 
فيك : kaifa  
 لوه : haula 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa 
harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda 
ا  َ/ ي Fatḥah dan alif atauya Ā 
ي  َ  Kasrah dan ya Ī 
ي  َ  Dammah dan wau Ū 
 Contoh: 
 
  لا ق  : qāla 
ى م  ر  : ramā 
  لْي ق  : qīla 
  لْو ق ي : yaqūlu 
 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, 
kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h.  
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c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) 
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta 
bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu 
ditransliterasikan dengan h. 
 
Contoh: 
 ْلا فْط  ْلَا  ة  ضْو  ر : rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatulaṭfāl 
ة  رّو ن  مْلا  ة نْي  د  مْل ا  َ  : al-Madīnah al-Munawwarah/ 
  al-Madīnatul Munawwarah 
 ْة  حْل ط : Ṭalḥah 
 
Catatan: 
Modifikasi 
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama 
lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn 
Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, 
seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan 
sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa 
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik zakat pertanian 
pada petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten 
Pidie, dengan analisa menggunakan teori ekonomi Islam. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Teknik uji keabsahan data menggunakan teknik 
triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik zakat 
pertanian di desa ini telah terlaksana meskipun belum maksimal. 
Petani mengeluarkan zakat pertanian berupa tanaman padi saja 
dalam setahun sekali ke meunasah meskipun mengalami panen dua 
kali. Di samping itu juga, ada perbedaan nisab dan takaran yang 
digunakan. Dengan demikian, seharusnya adanya kebijakan yang 
lebih tegas dari pihak-pihak yang bersangkutan sehingga di desa ini 
terbentuknya Baitul Mal Gampong sebagaimana yang dicantumkan 
dalam Qanun Aceh sehingga nisab serta takaran yang digunakan 
dapat seragam antara satu daerah dengan daerah yang lain. Hal   
lainnya juga akan mempengaruhi pengumpulan dan pendistribusian 
zakat pertanian menjadi lebih baik di desa ini.  
 
Kata kunci: Zakat dan Zakat Pertanian 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Islam adalah agama yang sempurna yang memuat berbagai 
aturan atas segala sesuatu dengan sangat rinci. Sebagai seorang 
muslim dalam melaksanakan amalan mempunyai indikator yang 
telah diatur dalam Islam yang disebut dengan rukun Islam. Rukun 
Islam adalah suatu tindakan atau amalan seorang muslim yang 
harus dilakukan sebagai pondasi hidup. Adapun salah satu dari lima 
rukun Islam tersebut adalah “zakat”.  
Zakat mempunyai dimensi vertikal dan horizontal dalam 
kehidupan, di mana dimensi vertikal disebut sebagai habluminallah 
(hubungan kita dengan Allah SWT) sedangkan dimensi horizontal 
disebut sebagai hablumminannas (hubungan kita dengan sesama 
makhluk Allah SWT). Dengan demikian, jika kita menunaikan 
ibadah zakat maka telah melaksanakan sekaligus kedua dimensi 
tersebut (Hasan, 2006:18).  
Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu 
untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak 
menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik maka zakat dapat 
menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan 
kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Ali, 2006: 2).  
Secara  umum  zakat dikategorikan dalam dua kelompok 
yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah juga disebut dengan 
zakat jiwa yaitu kewajiban zakat bagi setiap individu. Sedangkan 
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zakat maal adalah zakat kekayaan yaitu zakat yang dikeluarkan 
dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik berasal dari 
pendapatan, profesi, usaha maupun investasi (Musyidi, 2003: 80). 
Adapun zakat maal yang merupakan bagian dari suatu 
usaha adalah zakat pertanian. Zakat pertanian merupakan salah satu 
jenis zakat yang sangat potensi di Provinsi Aceh. Hal tersebut 
dikarenakan Provinsi Aceh terkenal dengan daerah agraris dan 
masyarakat yang umumnya memperoleh pendapatan dari hasil 
pertanian tersebut. Oleh karena itu, zakat pertanian seharusnya 
dapat dikelola dengan baik karena dapat membantu penyelesaian 
masalah salah satunya permasalahan ekonomi. Zakat pertanian 
dapat menjadi faktor utama dalam pemerataan harta benda di 
kalangan masyarakat di mana bagi pihak yang memiliki harta 
benda lebih memberikan kepada pihak yang kekurangan atau tidak 
memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. 
Dalam Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal 
pada Bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa Aceh merupakan provinsi 
kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi 
kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh 
seorang gubernur.  
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Provinsi Aceh terkenal dengan syariat Islam yang sangat 
kental di mana berbagai kegiatan berdasarkan aturan dalam Al-
Qur’an dan Hadis. Akan tetapi,  mayoritas masyarakat masih belum 
memahami pelaksanaan zakat pertanian yang seharusnya secara 
komprehensif. Di samping itu juga, petani masih kurangnya 
kesadaran dalam menunaikan zakat hasil pertanian yang 
diperolehnya. Padahal zakat pertanian di Provinsi Aceh memiliki 
potensi besar jika pelaksanaan dilakukan dengan baik dikarenakan 
lahan sawah yang begitu luas dan juga adanya lembaga khusus 
yang bertindak dalam pengelolaan zakat yaitu lembaga Baitul Mal 
di berbagai daerah. Namun, di Aceh masih ada masyarakat yang 
tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian pada lembaga Baitul Mal 
yang semestinya. Akan tetapi, sebagian mereka menunaikan zakat 
pertanian di desa mereka masing-masing tanpa adaya lembaga yang 
mengelola hal itu.  
Begitu halnya di Kabupaten Pidie, di mana masyarakat di 
kabupaten ini masih kurang dalam pelaksanaan pengeluaran zakat 
pertanian. Dikarenakan masyarakat tidak begitu memperhatikan hal 
yang dianggap sederhana seperti pengeluaran zakat pertanian tapi 
sebenarnya wajib untuk dilaksanakan. Hal ini seharusnya wajib 
diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai petani, apalagi 
zakat merupakan utang yang harus ditunaikan yang kemudian agar 
dapat disalurkan dengan adil dan merata (wawancara dengan 
Muhammad Zein, 29 Agustus 2018). 
4 
 
 
 
Hal ini perlu diwujudkan mengingat zakat sebagai ibadah 
yang sangat humanis karena di dalamnya mengandung banyak nilai 
sosial, baik nilai solidaritas sosial, nilai persaudaraan, maupun nilai 
keadilan. Dalam nilai-nilai inilah ibadah zakat tergolong ibadah 
yang mulia dan esensial, sehingga perintah untuk melaksanakan 
ibadah zakat banyak terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur’an maupun 
Hadis. Namun secara implementasi ibadah zakat masih jauh dari 
harapan di mana kesadaran orang-orang Islam akan pentingnya 
zakat ini masih kurang sehingga proses pelaksanaanya juga 
terhambat. Oleh karena itu, agar zakat tidak sekedar sebagai sebuah 
kewajiban maka zakat perlu dikelola dan dikembangkan dengan 
baik dan didistribusikan secara merata hingga sampai ke tangan 
yang berhak (Hafiduddin, 2002: 5). 
Salah satu urgensi dalam mengeluarkan zakat pertanian 
adalah sebagai sarana pengembangan ekonomi umat yang dapat 
mengurangi kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat. 
Dengan demikian, sebagai seorang petani harus memahami 
pelaksanaan pengeluaran zakat pertanian dan mempunyai 
kesadaran untuk menunaikan zakat pertanian kepada lembaga yang 
seharusnya mengelolanya yaitu lembaga Baitul Mal sehingga dapat 
dikelola dengan baik yang bertujuan agar dapat bermanfaat bagi 
umat.  
 Dalam menanggapi hal tersebut, kepala bagian 
pengumpulan zakat Baitul Mal Pidie menyatakan bahwa pihak 
Baitul Mal telah mensosialisasikan kepada petani melalui 
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kecamatan-kecamatan agar mengeluarkan zakat hasil pertanian 
kepada lembaga Baitul Mal Gampong. Akan tetapi, hal tersebut 
belum terealisasikan hingga saat ini. Dengan demikian, petani 
masih membayar zakat pertanian di desa mereka masing-masing 
dengan cara berbeda-beda. Oleh sebab itu, lembaga Baitul Mal 
masih berusaha agar zakat pertanian memiliki potensial yang besar 
ini dapat terkumpul dan dikelola oleh lembaga Baitul Mal 
(wawancara dengan Muhammad Zein, 29 Agustus 2018). 
Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Qanun Aceh No 
10 Tahun 2018 bahwa Baitul Mal mempunyai dua tingkatan yaitu 
Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Gampong.  Kebijakan 
Baitul Mal Kabupaten/Kota menyatakan zakat hasil pertanian 
setiap gampong diberi wewenang untuk dikelola oleh Baitul Mal 
Gampong masing-masing. 
Kemudian berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
lembaga Baitul Mal Pidie bahwa tidak ada tercatat satu pun data 
mengenai zakat pertanian yang seharusnya disalurkan oleh petani 
pada lembaga ini. Begitu halnya dengan daerah-daerah lain yang 
ada di Kabupaten Pidie, salah satunya Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Di desa ini mayoritas masyarakat 
bekerja sebagai petani dan selebihnya bekerja sebagai nelayan, 
buruh, pedagang, PNS/guru dan lain-lain. Berikut data mata  
pencaharian penduduk Desa Mesjid sebagaimana di bawah ini. 
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Tabel 1.1 
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Mesjid 
Jenis Pekerjaan Laki-Laki Perempuan 
Petani 47 Orang 52 Orang 
Nelayan 13 Orang - 
Buruh 18 Orang - 
Pedagang 28 Orang 37 Orang 
Pegawai Negeri Sipil 18 Orang 22 Orang 
Dan lain-lain 39 Orang 73 Orang 
Jumlah 163 Orang 184 Orang 
Sumber: Kantor Keuchik, 2019 
Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menggambarkan bahwa 
mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Namun perlu diketahui 
petani di desa ini tidak hanya memiliki lahan sawah di desa mereka 
sendiri tetapi juga terdapat di desa-desa lain.  
Hal yang mengakibatkan masyarakat desa ini bermayoritas 
sebagai petani antara lain dikarenakan tingkat pendidikan yang 
rendah dan dipengaruhi keadaan ekonomi keluarga hingga 
menuntut untuk ikut serta dalam mengelola lahan sawah. Dengan 
demikian, karena dipengaruhi jumlah petani dengan kapasitas yang 
besar dibandingkan dengan pekerjaan lainnya dan ditambah dengan 
hasil panen dua kali dengan hasil tanaman seperti padi, bawang 
merah, cabai, kacang tanah, bayam, kacang panjang, semangka, 
dan lain-lain. Maka hal ini, sangat memberikan dampak positif 
dalam meningkatkan potensi zakat pertanian di Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
Dalam pelaksanaan zakat pertanian di desa ini hanya diurus 
oleh perangkat desa karena selama ini belum ada lembaga atau 
organisasi khusus seperti Organisasi Baitul Mal Gampong yang 
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mengelola mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan 
zakat (wawancara dengan Hasanuddin, 13 Februari 2019). Padahal 
pemerintah telah mengatur dengan baik sebagaimana yang termuat 
dalam Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal 
mengenai Susunan Organisasi Baitul Mal Gampong. Namun 
banyak dari gampong atau desa di kabupaten ini tidak membentuk 
organisasi tersebut.  
Pada dasarnya, petani mengetahui ketentuan-ketentuan 
mengenai hal-hal yang terkait dengan zakat pertanian. Namun hasil 
pertanian yang dikeluarkan oleh petani hanya hasil pertanian 
berupa tanaman padi saja, sedangkan tanaman lainnya tidak 
dikeluarkan zakatnya.  Menurut rata-rata pendapat mereka bahwa 
nisab zakat padi adalah 7 gunca atau sama dengan 1.050 kg padi. 
Sedangkan mengenai sistem pengairan, mereka mengatakan 
menggunakan kadar ketentuan 10% tanpa memperhatikan sistem 
pengairan yang semestinya, padahal mereka mengetahui ketentuan 
yang sebenarnya.  
Hal lainnya juga diketahui bahwa petani di desa ini cukup 
agamais, di mana mereka mengetahui ketentuan-ketentuan 
mengenai zakat pertanian yang ada dalam syariat Islam. Namun 
dalam praktiknya, masih banyak dari mereka yang melaksanakan 
sesuai kebiasan atau adat-istiadat yang selama ini berlaku di daerah 
setempat. Salah satunya, petani di desa ini mengalami panen padi 
dua kali dalam setahun tapi hanya sekali yang dikeluarkan zakatnya 
8 
 
 
 
dan juga petani memiliki cara masing-masing dalam mengeluarkan 
zakat hasil pertanian. 
Dengan meninjau hal di atas, maka peneliti menyatakan 
bahwa penelitian ini sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. 
Hal ini dikarenakan peneliti ingin melihat pelaksanaan zakat 
pertanian yang selama ini berlaku dan menganalisis pelaksanaan 
tersebut dengan teori ekonomi Islam. Berdasarkan latar belakang 
ini, maka peneliti ingin mengkaji mengenai isu-isu terkait dengan 
zakat pertanian yang terjadi di Desa Mesjid Kecamatan Simpang 
Tiga Kabupaten Pidie dengan judul “Analisis Praktik  Zakat 
Pertanian pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas yang peneliti paparkan, 
maka muncul beberapa permasalahan untuk diteliti lebih lanjut. 
Adapun pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana praktik zakat pertanian pada petani Desa 
Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie? 
2. Bagaimana analisis praktik zakat pertanian pada petani 
Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten 
Pidie? 
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1.3 Tujuan Penulisan  
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, 
maka tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik zakat pertanian pada petani 
Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten 
Pidie. 
2. Untuk mengetahui analisis praktik zakat pertanian pada 
petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie. 
 
1.4 Manfaat penelitian 
Manfaat penelitian ini secara garis besar dapat 
dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu: 
1. Manfaat teoritis 
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan pedoman dan acuan untuk lebih dalam memahami 
mengenai pengeluaran zakat pertanian agar mengetahui 
praktik pengeluaran zakat pertanian dengan benar dan tepat 
sesuai dalam Islam serta mengetahui cara-cara (tipologi) 
dalam mengeluarkan zakat pertanian dan mengetahui faktor 
yang mempengaruhi petani tidak menyalurkan zakat 
pertanian ke lembaga Baitul Mal Gampong. penelitian ini 
juga, dapat dijadikan tolak ukur untuk penelitian yang 
serupa ke depannnya agar dapat menghasilkan penelitian 
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lainnya yang dapat menambah wawasan dan ilmu 
pengetahuan yang lebih luas lagi. 
2. Manfaat praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi setiap 
petani sebagai seorang praktisi dalam menunaikan zakat 
pertanian yang akan menumbuhkan kesadaran diri bahwa 
pentingnya menunaikan zakat pertanian sebagai suatu 
kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat 
Islam.  
3. Manfaat kebijakan 
Dalam manfaat kebijakan, penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan masukan kepada pemerintah Aceh. Salah 
satunya lembaga Baitul Mal Pidie agar dapat memberikan 
sosialisasi dan edukasi mengenai zakat pertanian serta 
menetapkan kebijakan yang tegas guna dapat terealisasi 
pelaksanan zakat pertanian dengan baik dan benar.  
 
1.5 Sistematika Pembahasan   
 Sistematika pembahasan merupakan urutan penyajian dari 
tiap-tiap bab secara terperinci, singkat, dan jelas. Hal ini 
diharapkan dapat mempermudah dalam memahami isi penelitian. 
Adapun sistematika pembahasan penelitian akan diuraikan di 
bawah ini. 
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BAB I: Pendahuluan 
  Memuat beberapa sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan 
Sistematika Penulisan. 
BAB II: Landasan Teori  
  Menguraikan teori yang relavan dengan topik yang akan 
dibahas di antaranya yaitu Konsep Dasar Zakat, Zakat Pertanian, 
Hasil Pertanian yang Wajib dizakati, Nisab, Ukuran dan Cara 
Mengeluarkan Zakat Pertanian, Zakat Pertanian Berdasarkan 
Ketentuan Tanah, Tanah yang dalam Setahun Diairi dengan Usaha 
Pengairan dan Tanpa Usaha Pengairan dan Macam-macam Akad 
dalam Praktik Pertanian. Selanjutnya membahas tentang Penelitian 
Terkait atau yang mendekati dengan tema penelitian dan termasuk 
Kerangka Berpikir mengenai penelitian ini.  
BAB III: Metode Penelitian 
  Menyajikan hal-hal yang meliputi jenis penelitian, lokasi 
penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, teknik uji 
keabsahan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini.  
BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan  
  Memberikan gambaran umum objek penelitian dan 
pembahasan serta penemuan-penemuan di lapangan yang kemudian 
dibandingkan dengan apa yang selama ini ada dalam teori. 
Kemudian data tersebut dianalisis, sehingga mendapatkan hasil 
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data yang valid dari penelitian yang dilakukan di Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. 
BAB V: Penutup 
  Menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan hasil 
yang telah diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu juga 
menjelaskan keterbatasan dan saran untuk dapat dijadikan bahan 
acuan pada penelitian selanjutnya agar dapat lebih 
mengembangkan penelitiannya.  
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1 Konsep Dasar Zakat  
2.1.1 Definisi Zakat  
Ditinjau dari segi bahasa (etimologi), kata zakat adalah isim 
masdar dari kata zaka-yazku-zakah. Dikarenakan kata dasar zakat 
adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. 
Dengan makna tersebut, orang yang telah mengeluarkan zakat 
diharapkan hati dan jiwanya akan menjadi bersih (Fakhrruddin, 
2008: 13). Adapun syara’ memakai kata zakat untuk dua arti. 
Pertama, dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan 
pahala. Karenanya dinamakan “harta yang dikeluarkan itu” dengan 
zakat. Kedua, zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari 
kikir dan dosa (Ash-Shiddieqy, 2009: 3).  
Sedangkan secara istilah (terminologi), zakat adalah 
pemilikan harta yang dikhususkan pada mustahiq (penerimanya) 
dengan syarat-syarat tertentu (Fakhrruddin, 2008: 16). Ada 
beberapa ulama yang mendefenisikan zakat seperti (a) Imam 
Nawawi mengatakan bahwa “zakat mengandung makna 
kesuburan”, kata zakat dipakai untuk dua arti, subur dan suci, (b) 
Ibnu Arabi mengatakan zakat digunakan untuk sedekah wajib, 
sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran, (c) Abu 
Muhammad Ibnu Qutaibah mengatakan, bahwa “lafazh zakat di 
ambil dari kata zakah, yang berarti nama’ adalah kesuburan dan 
penambahan.” Harta yang dikeluarkan disebut zakat, karena 
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menjadi sebab bagi kesuburan harta, (d) Abu Hasan Al-Wahidi 
mengatakan bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya 
serta menyuburkannya (Ash-Shiddieqy, 2009: 3-4).  
Meskipun para ulama mengemukakan zakat dengan redaksi 
yang agak berbeda antara satu dan lainnya. Akan tetapi pada 
prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta 
dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada 
pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya 
dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002: 7).  
Adapun makna zakat dalam syariah terkandung dua aspek 
di dalamnya. Pertama, sebab dikeluarkan zakat itu karena adanya 
proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri atau tumbuh 
kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan 
subur disebabkan mengeluarkan zakat. Ditambah juga keterkaitan 
adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh 
kembang seperti zakat tijarah dan zira’ah. Kedua, pensucian 
karena zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebakhilan jiwa dan 
hal-hal lainya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya 
(Shalehuddin, 2011: 12-13).  
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat 
merupakan suatu kewajiban seorang muslim dengan mengeluarkan 
sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) 
dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang 
berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa 
dan hartanya sesuai dengan syariat Islam. 
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2.1.2 Dasar Hukum Zakat 
Ada tiga sumber hukum yang dijadikan sebagai landasan 
zakat sebagai berikut (Fakhrruddin, 2008: 21-23): 
1. Al-Qur’an 
Terdapat beberapa ayat dalam beberapa surah Al-
Qur’an yang menunjukkan atas wajibnya zakat. Di 
antaranya adalah:  
a. Al-Qur’an surah al-Baqarah [2] ayat 43:  
                  
 
Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan 
ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah [2]: 
43).  
 
b. Al-Qur’an surat at-Taubah [9] ayat 103: 
                         
                
 
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan 
zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan 
berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui” (QS. At-Taubah [9]: 103). 
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2. Hadis 
Hadis yang membahas mengenai zakat di antaranya 
hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari 
Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Khathab r.a 
sebagaimana di bawah ini:  
 
 ُللها َي يضَر يباَّطَلخا ينْب َرَمُع ينْبا يللها يدْبَع ينَْحَّْرلا يدْبَع ْ يبَِأ ْنَع
 َلَاق اَمُهْ نَع : يللها ُلْوُسَر ُتْع َيسَ  َمَّلَسَو يهْيَلَع ُللها يَّلَص : ُم َلاْس يلإا َْنْ ُب
  سَْخَ يَلَع : ُمَاقيإَو يللها ُلْوُسَر اًد َّمَُمُ ََّنأَو ُللها َّلايإ َهَليَإلا َْنأ ُةَداَهَش
ناَضَمَر ُمْوَصَو يتْي َبلا ُّجَحَو يةاكَّزلا ُءاَت ْييإَو يةَلاَّصلا( . يراخبلا هاور
ملسمو)         
 
Artinya: “Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin 
Khathab r.a berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, 
Islam dibangun atas lima perkara, bersaksi bahwa tiada Tuhan 
yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah 
utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, 
melaksanakan haji dan berpuasa Ramadhan” (HR. Bukhari dan 
Muslim).  
 
3. Ijma’ Ulama 
Secara Ijma’ para ulama baik salaf (klasik) maupun 
khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya 
kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun Islam 
serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari 
kewajibannya.  
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2.1.3 Syarat-syarat Wajib Zakat  
Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah 
memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara 
syara’. Wahbah Zuhayli membagi syarat ini menjadi dua, yaitu 
syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah 
(Fakhrruddin, 2008: 33-38):  
1. Islam  
2. Merdeka  
3. Baligh dan berakal 
4. Harta tersebut merupakan harta yang memang wajib 
dizakati 
5. Harta tersebut telah mencapai nisab  
6. Harta tersebut adalah milik penuh 
7. Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran 
waktu atau masa), kecuali zakat pertanian 
8. Tidak adanya hutang 
9. Melebihi kebutuhan dasar atau pokok 
10. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik 
dan halal 
11. Berkembang. 
Adapun syarat sahnya zakat sebagai berikut:  
1. Adanya niat muzakki (orang yang mengeluarkan zakat) 
2. Pengalihan kepemilikan dari muzakki ke mustahiq 
(orang yang berhak menerima zakat). 
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2.1.4 Jenis-jenis Zakat  
Secara umum, zakat terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, 
zakat yang berhubungan dengan jiwa atau badan yang disebut zakat 
fitrah. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta yang disebut 
zakat maal.  
A. Zakat fitrah  
Zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus 
dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan 
dari nafkah keluarga yang wajar yang dilaksanakan 
maksimal sebelum khatib turun dari mimbar pada hari raya 
Idul Fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah SWT karena 
telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk 
menggembirakan hati fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, 
zakat fitrah dimaksudkan untuk menyucikan dan 
membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika 
melaksanakan puasa Ramadhan (Bariadi dkk, 2005: 9-10).  
Zakat ini biasanya dibayarkan dalam bentuk 
makanan pokok berdasarkan daerah masing-masing. Secara 
umum, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. 
Adapun besaran dari zakatnya adalah satu sha’ (1 sha’= 4 
mud, 1 Mud = 657 gr) atau kira-kira setara dengan 2,5 kg 
atau 3,5 liter beras (Kartika, 2006: 21).  
B. Zakat maal 
Zakat maal merupakan bagian dari harta kekayaan 
yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan hukum dengan 
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ketentuan telah memenuhi nisab dan telah dimiliki selama 
satu tahun. Adapun beberapa jenis zakat maal sebagai 
berikut (Jumiarti, 2018: 18-23): 
1. Binatang ternak 
Binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, 
sapi, kambing dan semisalnya. Ada beberapa hal dalam 
pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih 
ada perselisihan pendapat di dalamnya. Syarat-syarat 
tersebut sebagai berikut: 
a. Binatang ternak itu unta, sapi, kambing yang jinak 
b. Jumlah binatang ternak itu telah mencapai nisab 
c. Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu 
tahun penuh  
d. Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput 
sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya 
dengan biaya pemiliknya. 
2. Zakat emas dan perak  
Diwajibkan zakat atas emas dan perak baik dalam 
bentuk perhiasan, bongkahan atau segala jenis yang terbuat 
dari keduanya, apabila sudah mencapai nisab serta telah 
dimiliki selama satu tahun. Adapun nisab emas adalah 20 
mitsqal, sedangkan perak adalah 200 dirham (menurut 
jumhur, 20 mitsqal adalah sebesar 91 gram emas, 
sedangkan 20 dirham sama dengan 643 gram perak), dan 
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zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta yang 
dimiliki. 
3. Zakat barang tambang (ma’din) dan barang temuan 
(rikaz) 
Barang tambang adalah segala sesuatu yang 
berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, 
seperti: besi, timah dan sebagainya. Sedangkan yang 
dimaksud dengan barang temuan adalah harta simpanan 
pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak 
ada yang memilikinya.  
Hasil tambang apabila telah mencapai nisab maka 
wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak 
disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 
2,5%. Sedangkan untuk barang temuan, zakat yang 
dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya dengan hasil tambang, 
barang temuan juga tidak disyaratkan sampai satu tahun 
melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga. 
4. Harta perdagangan 
Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, 
tempat tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun 
barang-barang lainnya yang disediakan untuk 
diperdagangkan. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta 
perdagangan adalah 2,5% harga barang dagangan. 
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5. Zakat pertanian (hasil bumi) 
Zakat pertanian ini tanpa adanya syarat haul, sebab 
setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Jadi setiap 
kali panen jika hasilnya telah mencapai nisab, maka wajib 
untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam hal pengairan, tanaman 
yang memperoleh siraman dari air hujan maka zakatnya 
10%, sedangkan tanaman yang diairi dengan menggunakan 
alat zakatnya 5%. Adapun nisab zakat pertanian telah 5 
wasaq atau sama dengan 653 kg. 
6. Zakat profesi 
 Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan 
seseorang dari penghasilannya pada profesi tertentu apabila 
dalam satu tahun penuh pendapatan bersih telah mencapai 
nisab. Zakat yang wajib dikeluarkan dari suatu profesi 
adalah seperempat puluh atau 2,5%. 
 
2.1.5 Pihak yang Berhak Menerima Zakat  
Dalam Al-Qur’an, telah dijelaskan secara khusus pihak 
yang berhak menerima zakat dan hal itu menyebabkan muzakki 
tidak boleh memberikan zakat sesuai keinginannya sendiri.  Pihak-
pihak yang berhak menerima zakat (Syarifuddin, 2003: 48) 
sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur’an surah at-
Taubah [9] ayat 60:  
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                      
                     
               
Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-
orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para 
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka 
yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 
diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 
Bijaksana” (QS. At-Taubah [9]: 60). 
 
Berdasarkan penjelasan ayat di atas yang dijelaskan oleh 
Allah SWT dalam bahwa ada delapan golongan (ashnaf) yang 
berhak menerima zakat secara berurutan sebagai berikut 
(Syarifuddin, 2003: 49-51): 
1. Orang fakir 
Orang fakir adalah orang yang tidak memilki harta 
untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran orang 
tersebut disebabkan ketidakmampuannya dalam mencari 
nafkah dikarenakan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua 
jompo dan cacat badan. 
2. Orang miskin 
Orang miskin adalah orang tidak memiliki harta 
untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha 
mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi 
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bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan 
keluarganya. 
3. ‘Amil  
‘Amil adalah orang yang ditunjuk oleh penguasa 
yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, 
memelihara, membagi dan mendayagunakan serta petugas 
lain yang ada hubungannya dengan pengurusan zakat. 
4. Mualaf 
Mualaf secara leksikal berarti orang-orang yang 
dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang 
dimaksud di sini adalah orang-orang yang baru masuk Islam 
dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya 
itu dan untuk itu memerlukan dana.  
5. Riqab  
Riqab secara arti kata, riqab berarti perbudakan. Di 
dahuluinya kata riqab dengan lafaz fi, maka yang dimaksud 
di sini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, 
baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian 
dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan 
menebus dirinya dari perbudakan.  
6. Gharimin  
Gharimin adalah orang-orang yang dililit oleh utang 
dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu 
kecuali dengan bantuan dari luar. 
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7. Sabilillah 
Sabilillah secara arti kata sabilillah itu berarti “jalan 
Allah”. Bila dihubungkan dengan lafaz fii yang 
mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan 
menegakkan agama Allah. Dalam waktu perang “dalam 
jalan Allah” diartikan biaya pasukan dan perlengkapannnya 
selama dalam peperangan. Dalam situasi yang bukan 
perang, kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk 
menegakkan syiar agama. 
8. Ibnu sabil  
Ibnu sabil secara arti kata mengandung arti “anak 
jalanan”. Maksudnya adalah orang-orang yang berada 
dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang 
kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu 
meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari 
luar.  
 
2.1.6 Pihak yang Tidak Berhak Menerima Zakat  
 Ada 6 golongan yang tidak berhak menerima zakat adalah 
(Al-Syaikh, 2008: 92-94): 
1. Orang kaya 
  Para ulama berpendapat bahwa orang kaya tidak 
diberi zakat, kecuali lima golongan yaitu: orang yang 
mengurus zakat (‘amil), orang yang baru masuk Islam 
(muallaf), orang yang berutang (gharimin), orang yang 
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berperang di jalan Allah SWT, dan Ibnu sabil yang 
memiliki harta di kampungnya. 
2. Orang yang mampu bekerja 
  Orang yang badannya kuat dan bisa mencari nafkah 
sendiri tidak berhak menerima zakat. Dikarenakan bisa 
masih berusaha untuk memperoleh nafkah dalam 
memenuhi kebutuhan. 
3. Orang-orang kafir, atheis dan orang ingkar  
  Para ulama sepakat bahwa orang-orang kafir, atheis 
dan ingkar tidak berhak menerima zakat. Dan orang-orang 
kafir dzimmi tidak berhak menerima zakat. Kecuali berlaku 
pada orang yang hatinya condong kepada Islam, seperti 
orang yang hatinya di damaikan. Namun, orang-orang kafir 
dzimmi mempunyai bagian dari sedekah secara umum dan 
jaminan sosial seperti dari Baitul Mal, dalam kasus 
tertentu. Hal ini pernah dilakukan Umar bin al-Khathtab 
terhadap orang Yahudi yang miskin dengan maksud 
mencukupi kebutuhannya. 
4. Bapak, Anak dan Istri 
  Para ulama sepakat bahwa tidak boleh memberikan 
zakat kepada orang tua, kakek, nenek, anak laki-laki, anak 
perempuan, cucu, termasuk juga istri. Sebab, pembayar 
zakat wajib memberi nafkah kepada mereka. Tetapi 
sebagian besar ulama berpendapat bahwa zakat boleh 
diberikan kepada kakak perempuan, kakak laki-laki, 
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paman, bibi dan anak. Namun satu perkara penting yang 
patut diingatkan adalah bahwa suami berhak menerima 
zakat dari harta istrinya selama si suami memerlukan.  
5. Bani Hasyim 
 Ini meliputi keluarga Ali, Ja’far, Abbas dan keluarga 
Harits serta seluruh anggota, keluarga dan istri-istri 
Rasulullah SAW. Berlandaskan pada hadis yang 
diriwayatkan oleh Bukhari, Syafi’i dan Ahmad, Ibn Hazm 
berpendapat bahwa aturan yang disebutkan di atas berlaku 
juga terhadap keluarga Abdul Muthalib. Rasulullah SAW 
bersabda, “Sesungguhnya sedekah dan zakat tidak halal 
bagi keluarga Muhammad”.  
6. Orang yang dipekerjakan 
  Orang yang dipekerjakan tidak bisa dibayarkan 
pekerjaannya dari zakat. Demikian juga zakat tidak bisa 
diberikan sebagai pembayaran atas pelayanan seseorang, 
kecuali kepada pengumpul zakat.  
 
2.1.7 Hikmah dan Manfaat Zakat  
 Ada beberapa hikmah dan manfaat zakat, di antaranya 
adalah (Hafidhuddin, 2002: 10-15): 
1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, 
mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia 
dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan 
sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan 
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ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan 
mengembangkan harta yang dimiliki. 
2. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat 
berfungsi untuk menolong, membantu dan membina 
mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang 
lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat 
memenuhi kebetuhan hidupnya dengan layak, dapat 
beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya 
kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, 
dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka 
ketika mereka orang kaya yang memiliki harta cukup 
banyak.  
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya 
yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang 
seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan 
Allah SWT yang karena kesibukannya tersebut, ia 
tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha 
dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan 
keluarganya. 
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan 
sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat 
Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, 
sosial maupun ekonomi sekaligus sarana 
pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. 
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5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, 
sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang 
kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang 
lain dari harta yang kita usahakan dengan baik dan 
benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT. 
6. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat 
merupakan salah satu instrumen pemerataan 
pendapatan. Dengan pengelolaan zakat yang baik 
memungkinkan akan membangun pertumbuhan 
ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, dan 
economic with equity. 
7. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-
orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan 
bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam 
mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan 
berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang 
disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan 
keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki 
dan munfik. 
 
2.2 Zakat Pertanian  
2.2.1 Definisi Zakat Pertanian  
Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil 
pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai 
ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-
buahan, tanaman hias, rumput-rumputan dan lain-lain yang 
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merupakan makanan pokok dan dapat disimpan, kriteria dari zakat 
pertanian yaitu menjadi makanan pokok manusia pada kondisi 
normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah 
rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia (El-
Madani, 2013: 81). 
Diwajibkan zakat pertanian karena tanah yang ditanami 
merupakan tanah yang bisa berkembang yaitu dengan tanaman 
yang tumbuh darinya ada kewajiban yang harus dikeluarkan 
darinya. Jika tanaman di serang hama sehingga rusak maka tidak 
ada kewajiban zakat karena tanah tersebut tidak berkembang dan 
tanamannya rusak (Zuhaily, 2000: 182). 
 
2.2.2 Dasar Hukum Zakat Pertanian  
Hasil pertanian baik tanam-tanaman maupun buah-buahan 
wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan 
(Fakhrruddin, 2008: 91-93). Hal ini berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, 
Ijma’ para ulama dan secara rasional (ma’qul).  
1. Al-Qur’an  
a. Al-Qur’an surah al-An’am [6] ayat 141: 
                  
                    
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                      
                  
 
Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 
berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-
tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang 
serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). 
Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia 
berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya 
(dengan disedekahkan kepada fakir miskin dan janganlah kamu 
berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang 
berlebih-lebihan” (QS. Al-An’am [6]: 141).  
 
Dalam ayat di atas ada kalimat “dan tunaikanlah haknya” 
oleh para mufassir ditafsirkan dengan zakat.  
b. Al-Qur’an surah al-Baqarah [2] ayat 267:  
                         
                    
                    
 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di 
jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 
sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. 
Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata 
terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha 
Terpuji” (QS. Al-Baqarah [2]: 267). 
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Perintah dalam ayat di atas menunjukkan bahwa 
mengeluarkan zakat dari hasil bumi adalah wajib. Hal ini dapat 
dipahami dari kalimat “nafkahkanlah” dan kalimat “dan sebagian 
dari apa yang kami keluarkan dan bumi untuk kamu”. Ditegaskan 
pula dalam ayat tersebut bahwa yang akan dikeluarkan untuk zakat 
itu adalah yang terbaik, bukan yang jelek apalagi yang paling jelek.  
2. Hadis  
Landasan kedua adalah sabda Rasulullah SAW 
sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan 
oleh Muslim, Nasa’i, Ahmad dan Abu Daud dari Jabir bin 
Abdillah bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda 
sebagai berikut: 
 يهْيَلَع ُللها يَّلَص يللها ُلْوُسَر َلَاق ُهْنَع ُللها َي يضَر يللها يدْبَع ينْب يريباَج ْنَع
 َمَّلَسَو : يةَييناَّسلايب َييقُساَمْييفَو ُرُشُعلا ُمْيَغلاَو ُراَه َْنلأا يتَقَس اَمْييف
 يرُشُعلا ُفْصين( .دوادو ىئاسنو ملسمو دحْا هاور)  
 
Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah r.a, Nabi SAW bersabda: 
Tanaman yang disirami oleh sungai dan mendung (hujan) zakatnya 
sepersepuluh (1/10). Sedangkan yang disirami dengan ats-
tsaniyah, zakatnya setengah dari sepersepuluh (1/20)” (HR. 
Ahmad, Muslim, Nasa’i dan Abu Daud). 
 
 َمْييف يحْضَّنلايب َييقُساَمَو ُرْشُعلا اًّييرَثَع َناَك ْوأ ُنْو ُيُعلاَو ُءاَمَّسلا يتَقَسا
 يرْشُعلا ُفْصين( .يراخبلا هاور)  
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Artinya: “Tanaman yang disirami langit dan mata air atau 
mengisap air dari akarnya, zakatnya sepersepuluh (1/10). 
Sedangkan yang disirami dengan pengairan (irigasi), zakatnya 
setengah dari sepersepuluh (1/20)” (HR. Bukhari). 
 
3. Ijma’ 
Para ulama telah sepakat atas kefardhuan zakat 
tanaman dan buah-buahan sepersepuluh (10%) atau 
seperlima (5%). 
 
4. Secara rasional (ma’qul) 
Sebagaimana dalam hikmah zakat di atas, bahwa 
zakat dikeluarkan untuk mensyukuri nikmat Allah SWT 
yang berupa harta benda untuk menolong orang yang lemah 
sehingga pada akhirnya bisa melaksankan kewajiban-
kewajiban agamanya dengan sebaik-baiknya.  
 
2.2.3 Syarat-syarat Zakat Pertanian 
Syarat-syarat zakat pertanian sama dengan syarat zakat 
pada umumnya sebagaimana pada penjelasan di atas pada syarat-
syarat zakat. Namun yang membedakan pada zakat pertanian tidak 
ada haul (jangka waktu satu tahun) dikarenakan zakat pertanian 
harus ditunaikan setiap kali panen dan telah mencapai nisab.  
Adapun syarat-syarat zakat pertanian untuk bisa ditunaikan 
adalah (Muin, 2011: 40): 
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a. Berupa biji-bijian dan buah-buahan dalilnya adalah 
hadis yang artinya: “Tidak ada zakat atas biji-bijian 
dan buah-buahan sebelum mencapai 5 wasaq” 
b. Cara perhitungan atas bijian dan buahan tersebut 
sebagaimana yang berlaku di masyarakat dengan di 
timbang (di kilogramkan) 
c. Bijian dan buahan tersebut bisa disimpan (bukan 
diawetkan) 
d. Mencapai nisab, yaitu minimal 5 wasaq (653 kg) berat 
bersihnya, kering dan bersih. 
e. Pada saat panen, barang tersebut sah menjadi 
pemiliknya. 
 
2.2.4 Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati 
 Adapun hasil pertanian yang wajib dizakati adalah 
sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama di bawah ini yaitu 
(Qardawi, 2007: 332-338): 
1. Menurut Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf 
berpendapat zakat wajib atas empat jenis makanan, di 
mana dua jenis biji-bijian yaitu gandum (hintah) serta 
sejenis gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan 
yaitu kurma dan anggur. 
2. Malik dan Syafi’i berpendapat zakat atas seluruh 
makanan dan yang dapat disimpan seperti biji-bijian dan 
buahan kering (gandum, jagung, padi dan sejenisnya). 
34 
 
   
 
Adapun yang dimaksud makanan adalah sesuatu yang 
dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat 
normal bukan dalam masa luar biasa. Oleh karena itu, 
menurut mazhab Malik dan Syafi’i, makanan seperti 
pala, badam, kemiri, kenari dan sejenisnya tidaklah 
wajib zakat, sekalipun dapat disimpan namun tidak 
menjadi makanan pokok manusia. Begitu juga tidak 
wajib zakat seperti jambu, delima, buah pir, buah kayu, 
prem dan sejenisnya karena tidaklah kering dan tidak 
dapat disimpan. 
3. Ahmad berpendapat zakat wajib atas bijian dan buahan 
yang memiliki sifat-sifat kering, tetap dan ditimbang, 
yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh di 
tanahnya, hal tersebut berupa makanan pokok seperti 
(gandum, padi, jagung), berupa kacang-kacangan, 
bumbu-bumbuan, biji-bijian, bijian sayur serta juga 
buah-buahan yang memilki sifat di atas. 
4. Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tentang semua 
hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk 
mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari 
penanamannya, wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. 
Oleh karena itu, dikecualikannya kayu api, ganja dan 
bambu dikarenakan tidak biasa ditanam orang, bahkan 
dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi bila seseorang 
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sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu atau 
ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.  
Pendapat yang paling kuat untuk menjadi pegangan adalah 
pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin 
Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud dan Nakha’i, bahwa semua 
tanaman wajib zakat. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan 
pengertian nash-nash Al-Qur’an dan Hadis, dan sesuai dengan 
hikmah satu syariat diturunkan. Sedangkan apabila zakat hanya 
diwajibkan kepada petani gandum atau jagung misalnya, pemilik-
pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang lahannya luas-luas 
tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah 
syariat itu diturunkan.   
 
2.2.5 Nisab, Ukuran dan Cara Mengeluarkan Zakat 
Pertanian 
Adapun mengenai nisab, ukuran dan cara mengeluarkan 
zakat pertanian yaitu nisab zakat pertanian adalah 5 wasaq, 
berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “Tidak ada zakat dibawah 5 
wasaq. Wasaq adalah merupakan salah satu ukuran. Satu wasaq 
sama dengan 60 sha’ pada masa Rasulullah SAW.  Satu sha’ sama 
dengan 4 mud, yakni takaran dua telapak tangan orang dewasa. 
Satu sha’ oleh Diratul Maarif Islamiyah sama dengan 3 liter, maka 
satu wasaq 180 liter, sedangkan nisab pertanian 5 wasaq sama 
dengan 900 liter, atau dengan ukuran kilogram, yaitu kira-kira 653 
kg (Fakhrruddin, 2008: 97).  
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Kemudian ukuran yang dikeluarkan, bila pertanian itu 
didapatkan dengan cara pengairan (menggunakan alat penyiram 
tanaman), maka zakatnya sebanyak 1/20 (5%). Dan jika pertanian 
itu diairi dengan hujan (tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 1/10 
(10%). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: “pada yang 
disirami oleh sungai dan hujan, maka sepersepuluh (1/10), dan 
yang disirami dengan pengairan (irigasi), maka seperduapuluh 
(1/20)”, (Fakhrruddin, 2008: 98). 
Selanjutnya penunaian zakat pertanian tidak menunggu 
haul, akan tetapi secara langsung setelah panen, dibersihkan dan 
dikeringkan. Pada sistem pertanian saat ini, biaya tidak sekedar air, 
akan tetapi ada biaya lain seperti pupuk dan insektisida. Oleh 
karena itu, untuk mempermudah perhitungan zakatnya, biaya 
pupuk, insektisida dan sebagainya diambil dari hasil panen, 
kemudian sisanya (apabila lebih dari nisab) dikeluarkan zakatnya 
10% atau 5 % hal ini tergantung pada sistem pengairannya 
(Fakhrruddin, 2008: 98). 
 
2.2.6 Zakat Pertanian Berdasarkan Ketentuan Tanah 
Ada beberapa ketentuan tanah pada zakat pertanian yang 
akan dijelaskan sebagaimana di bawah ini (Qardawi, 2007: 375-
377): 
a) Zakat wajib atas pemilik bila ia menanami tanahnya 
Pemilik tanah ada yang menanaminya sendiri bila ia 
seorang petani. Ini dalam pandangan agama sangat terpuji, 
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hasil zakatnya dalam kasus seperti ini adalah 10% atau 5% 
dikarenakan tanah dan tanamannya sendiri. 
b) Zakat dari tanah yang dipinjam atas peminjam 
Jika orang meminjamkan tanahnya kepada orang 
lain untuk ditanami dan dimanfaatkan, tanpa imbalan 
apapun, hal ini sangat terpuji dan dianjurkan oleh Islam. 
Maka zakat dalam kasus ini adalah dibebankan kepada 
orang yang diberi pinjaman tanah tanpa sewa dan imbalan 
apa pun itu. 
c) Pemilik dan rekan kongsinya menanggung zakat secara 
bersama 
Jika pemilik menyerahkan penggarapan tanahnya itu 
kepada orang lain dengan imbalan seperempat, sepertiga, 
atau setengah hasil sesuai dengan perjanjian, maka zakat 
dikenakan atas kedua bagian pendapat masing-masing, jika 
cukup senisab dengan hasil tanaman lain. Namun, jika 
bagian salah seorang cukup senisab sedangkan seorang lagi 
tidak, maka zakat wajib atas yang memiliki bagian yang 
cukup senisab, sedangkan yang tidak cukup tidak wajib 
karena ia memiliki kekayaan yang tidak cukup senisab 
dikarenakan tidak termasuk orang kaya karena zakat hanya 
wajib atas orang kaya. Akan tetapi Syafi’i mengemukakan, 
sebagaimana dikutip oleh Ahmad, berpendapat bahwa 
keduanya di pandang satu orang yang oleh karena itu wajib 
secara bersama-sama menanggung zakatnya, bila jumlah 
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hasilnya sampai 5 wasaq, masing-masing mengeluarkan 5% 
atau 10%  dari bagiannya tergantung sistem pengairan. 
d) Kewajiban zakat atas pemilik dan penyewa 
Jika pemilik menyewakan tanahnya itu dengan sewa 
berupa uang atau lain-lain, yang menurut jumhur hukumnya 
boleh. Maka siapa yang seharusnya berkewajiban 
membayar zakatnya, pemilik tanah yang menguasai 
pemilikan tanah dan memperoleh keuntungan dari sewa 
atau penyewa yang secara real mengolah dan menghasilkan 
bijian dan buahan. Ada 2 perbedaan perdapatan yang 
menjelaskan mengenai kasus tersebut. 
1) Pendapat Abu Hanifah 
Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat wajib 
atas pemilik berdasarkan ketentuan bahwa zakat 
adalah kewajiban tanah yang memproduksi bukan 
kewajiban tanaman dan bahwa zakat adalah beban 
tanah yang sama kedudukannnya dengan kharaj. 
Oleh karena itu, tanah yang seharusnya 
diinvestasikan dalam bentuk pertanian itu 
diinvestasikan dalam bentuk penyewaan berarti 
bahwa sewa sama kedudukannya dengan hasil 
tanaman. Dengan demikian, pertumbuhan pun sudah 
ada dan orang yang bersangkutan sudah menikmati 
keuntungan kekayaannya. Maka bagi pemilik wajar 
untuk dibebani kewajiban membayar zakat. 
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2) Pendapat jumhur 
Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa zakat 
wajib atas yang menyewa, dikarenakan zakat adalah 
beban tanaman bukan beban tanah dan pemilik 
tidaklah menghasilkan bijian dan buahan yang oleh 
karena itu tidak mungkin akan mengeluarkan zakat 
hasil tanaman yang bukan miliknya. 
Adapun sebab perbedaan pendapat menurut Ibnu Rusyd 
mengatakan bahwa hal itu dikarenakan ketidakpastian tentang 
apakah zakat merupakan beban tanah, beban tanaman, ataukah 
beban keduanya. Kenyataan tidak ada seorang pun yang 
mengatakan bahwa zakat itu adalah beban keduanya, padahal 
sebenarnya adalah beban keduanya. Setelah disepakati bahwa zakat 
adalah beban keduanya, tanah dan tanaman, masih terdapat 
perbedaan tentang soal mana di antara keduanya itu yang lebih 
tepat untuk disepakati dibebani zakat. Jumhur berpendapat bahwa 
bijian itulah yang terkena kewajiban zakat, sedangkan Abu Hanifah 
berpendapat bahwa tanahlah penentu yang lebih tepat untuk 
dikenakan zakat. 
Namun ketentuan yang adil seharusnya baik penyewa 
maupun pemilik harus secara bersama-sama menanggung zakat itu, 
masing-masing sesuai dengan perolehannya. Penyewa tidak bisa 
diberi keringanan sama sekali dari kewajiban membayar zakat 
seperti pendapat Abu Hanifah dan pemilik tidak bisa pula 
dibenarkan harus membebankan semua zakat kepada penyewa, 
40 
 
   
 
seperti pendapat jumhur. Ibnu Rusyd mengingatkan dengan hasil 
pemikiran filsafatnya, bahwa kewajiban atas tanah yang diolah 
tidaklah hanya menjadi beban tanah semata, tidak pula beban 
tanaman sendiri, tetapi beban keduanya. Hal ini berarti bahwa 
pemilik tanah dan penyewa harus secara bersama menanggung 
zakat yang besarnya 10% atau 5%.  
Berdasarkan uraian di atas maka baik pemilik maupun 
penggarap atau penyewa secara bersama-sama menanggung zakat, 
yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan perimbangan 
penghasilan. Penyewa membayar zakat hasil tanaman setelah bebas 
dari hutang, sewa, dan biaya-biaya lainnya. Dan pemilik 
berkewajiban membayar zakat keuntungan yang diperolehnya 
berupa sewa tanah yang juga bersih, bebas dari hutang dan lain-
lain. Bagian yang dikeluarkan dari bagian penggarap atau penyewa 
yaitu sewa dimasukkan ke bagian pemilik dan dialah yang lebih 
berhak dan lebih wajar mengeluarkan zakatnya dari pada penyewa. 
Dengan perimbangan kewajiban yang adil antara pemilik dan 
penyewa, sebagaimana telah diambil apa yang terbaik dari 
pendapat Abu Hanifah dan jumhur. Dengan demikian, kewajiban 
zakat dibebankan kepada kedua belah pihak baik pemilik maupun 
penggarap, apa yang menjadi kewajiban dan berdasarkan milik 
masing-masing, di samping hal itu menghindari terjadinya 
ketupangtindihan dan berulang-ulangnya zakat diberikan dari satu 
kekayaan. Hal itu karena sejumlah yang merupakan kewajiban 
pemilik tanah zakatnya telah dikeluarkan dari kewajiban penyewa.  
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2.2.7 Tanah yang dalam Setahun Diairi dengan Usaha 
Pengairan dan Tanpa Usaha Pengairan 
Ada 3 kondisi mengenai tanah yang dalam setahun diairi 
dengan usaha pengairan dan tanpa usaha pengairan (Qardawi, 
2007: 356-357): 
a. Jika tanaman setengah tahun diairi dengan usaha 
pengairan tetapi setengah tahun lagi tanpa usaha 
pengairan, maka zakatnya 15%. Ibnu Qudama 
mengatakan, kita tidak mendengar ada yang tidak 
setuju, oleh karenanya apabila salah satu berlaku dalam 
sepanjang tahun akan menimbulkan akibat hukum 
penuh, tetapi bila berlaku separuh akan menimbulkan 
akibat hukum separuh pula. 
b. Jika salah satu lebih banyak dari yang lain, maka 
dihitung usaha apa yang lebih banyak itu, lalu akan 
mengakibatkan konsekuensi hukum besar zakatnya 
sesuai dengan usaha yang lebih banyak itu. Hal itu 
menurut pendapat ‘Atha, Tsauri, Abu Hanifah, pendapat 
Syafi’i dalam salah satu periode, dan lebih dipercaya 
menurut mazhab Hanbali. 
c. Jika tidak bisa diketahui upaya mana yang lebih besar, 
diairi atau tidak diairi, maka yang dimenangkan adalah 
kewajiban membayar zakat sebesar 10% karena alasan 
untuk lebih hati-hati. Hal itu dikarenakan kewajiban asal 
adalah membayar 10% sedangkan pengguguran 10% itu 
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hanyalah karena adanya upaya pengairan yang sengaja, 
berdasarkan itu jika pengguguran itu tidak terjadi, maka 
yang berlaku adalah hukum asal karena sesungguhnya 
hukum asal itu adalah tiadanya upaya yang sengaja itu 
pada banyak hal, dengan itu adanya upaya tidak usah 
dipertimbangkan bila terdapat keraguan.  
 
2.3 Macam-macam Akad yang Digunakan dalam Praktik 
Pertanian 
2.3.1  Akad Muzara’ah 
A. Definisi Muzara’ah  
Muzara’ah adalah bentuk kerjasama pengolahan 
pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana 
pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si 
penggarap dengan biaya dan benih yang berasal dari 
pemilik lahan untuk ditanami dan dipelihara dengan 
imbalan bagian tertentu dari hasil panen (Mardani, 2013: 
240).  
B. Dasar Hukum Muzara’ah  
Dasar hukum yang digunakan ulama dalam 
menetapkan hukum muzara’ah adalah sebuah hadis yang 
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a 
sebagai berikut (Suhendi, 2005: 156): 
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 َلَاق ُهْنَع ُللها َي يضَر يساَبَع ينْبا ينَع : َمَّلَسَو يهْيَلَع ُللها يَّلَص َّ يبَِّنلا َّنيإ
 ْتَناَك ْنَم يهيلْوَقيب يضْع َبيب ْمُهُضْع َب َقُفْر َي َْنَارََما ْنيكَلَو ُةَعَرَاُز لما يمِّرَُيُ َْلَ
 َْوأ اَهْعَرْز َيْل َف ٌضَْرأ ُهَل ُهَضَْرا ْك يسْمُيْل َف َبََأ ْنيَاف ُهاََخا اَهْحَنْمَييل(. هاور
ملسمو يراخبلا)  
 
Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a berkata: Sesungguhnya Nabi 
SAW menyatakan tidak mengharamkan al-muzara’ah, bahkan 
beliau menyuruh supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang 
lain, dengan katanya: Barang siapa yang memiliki tanah, maka 
hendaklah ditanaminya atau diberikan faedah kepada saudaranya. 
Jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu” (HR. 
Bukhari & Muslim).  
C. Rukun dan Syarat Muzara’ah 
Jumhur ulama yang membolehkan akad muzara’ah 
mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, 
sehingga akad dianggap sah (Ghazaly dkk, 2012: 115-117). 
Adapun Rukun muzara’ah sebagai berikut: 
1. Pemilik tanah 
2. Petani penggarap 
3. Objek muzara’ah, yaitu antara manfaat tanah 
dan hasil kerja petani 
4. Ijab dan qabul 
 
 
44 
 
   
 
Sedangkan syarat-syarat muzara’ah sebagai berikut: 
1. Syarat yang menyangkut orang yang berakad 
keduanya harus telah baligh dan berakal 
2. Syarat yang menyangkut benih yang akan 
ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan 
ditanam itu akan menghasilkan. 
3. Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai 
berikut: 
a) Menurut ada di kalangan para petani, tanah 
itu boleh digarap dan menghasilkan 
b) Batas-batas tanah itu jelas 
c) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada 
petani untuk digarap 
4. Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil 
panen sebagai berikut:  
a) Pembagian hasil panen bagi masing-masing 
pihak harus jelas 
b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang 
yang berakad, tanpa boleh ada 
pengkhususan 
c) Pembagian hasil panen itu harus ditentukan 
5. Syarat yang menyangkut jangka waktu harus 
dijelaskan dalam akad sejak semula. 
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2.3.2 Akad Mukhabarah  
A. Definisi Mukhabarah  
Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara 
pemilik sawah/lahan dan penggarap dengan perjanjian 
bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan 
penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya 
dan benihnya dari penggarap tanah (Ghazaly dkk, 2012: 
117). 
B. Dasar Hukum Mukhabarah 
Hukum mukhabarah sama dengan al-muzara’ah, 
yaitu mubah (boleh). Dasar hukum mukhabarah adalah 
sabda Nabi SAW sebagai berikut (Ghazaly dkk, 2012:118): 
 ُريبَاُيُ َناَك ُهََّنأ  سُوَاط ْنَع, َْحَّْرلا يدْبَع َاَبأ َاي ُهَل ُتْلُق َف ْوُرْمَع َلَاق ين
 يهْيَلَع ُللها يَّلَص َّ يبَِّنلا َّنَأ َنْوُمُعْز َي ْمُهَّ نيَإف َةَر َباَُخ لما يهيذَه َتَْكر َت ْوَل
وُرْمَع ْىأ َلاَق َف يةَر َباَُخ لما ينَع ىَه َن َمَّلَسَو : َكيلاَذيب ْمُهُمَلَْعأ ينِْ يبِْخَأ
 ْيَلَع ُللها يَّلَص َّ يبَِّنلا ََّنأ  ساَّبَع ينْبا ينِْع َي َلَاق َا َّنَّيإ اَهْ نَع َهْن َي َْلَ َمَّلَسَو يه
اًمْوُلْعَم اًجْرَخ اَهْ يَلَع َذُخَْأي ْنَأ ْن يم ُهَل ٌرْ يَخ ُهاَخَأ ْمُُكدَحَأ ُحَْنَيَ. 
(ملسم هاور ) 
 
Artinya: “Dari Thawus r.a bahwa ia suka bermukhabarah. 
Amru berkata: Lalu aku katakan kepadanya: Ya Abu 
Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti 
mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah melarang 
mukhabarah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah 
menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui 
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akan hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW tidak melarang 
mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi 
manfaat kepada saudaranya lebih baik daripada ia mengambil 
manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu” (HR. Muslim). 
C. Rukun dan syarat Mukhabarah  
Rukun dan syarat mukhabarah sama hal dengan 
rukun dan syarat al-muzara’ah sebagaimana yang 
dijelaskan di atas.  
 
2.3.3 Akad Musaqah 
A. Definisi Musaqah 
Musaqah adalah kerjasama yang lebih sederhana 
dari muzara’ah, di mana si penggarap hanya bertanggung 
jawab atas penyiraman dan pemeliharaan, sebagai imbalan 
si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen 
(Mardani, 2013: 242). 
B. Dasar Hukum Musaqah    
Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan 
serta jumhur ulama (Malik, Syafi’i dan Ahmad), musaqah 
dibolehkan dengan beberapa syarat, pendapat ini didasarkan 
pada hadis Nabi SAW sebagai berikut (Antonio, 2001: 
100): 
  َمَّلَسَو يهْيَلَع ُللها يَّلَص يللها ُلْوُسَر َّنَأ ُهْنَع ُللها َي يضَر َرَمُع ينْبا ينَع
 َلَماَع   ْعرَز ْوَأ  َرَثَ ْنيم اَهْ ن يم ُُجرَْيُاَم يرْطَشيب َر َبْيخ ُلَْهأ. (ملسم هاور ) 
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Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW 
mempekerjakan penduduk khaibar (menyirami tanaman) dengan 
imbalan separuh dari hasil yang diperoleh, baik berupa buah-
buahan maupun tanaman” (HR. Muslim). 
Di samping itu, akad musaqah ini dibutuhkan oleh 
manusia karena terkadang salah satu pihak pemilik lahan 
sawah atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat 
mengurus dan merawatnya, sedangkan di pihak lain ada 
orang yang mampu dan sempat mengurus dan merawat 
lahan sawah atau perkebunan, namun ia tidak memiliki 
lahan sawah atau perkebunan tersebut. Dengan demikian, 
pihak pertama memerlukan penggarap untuk mengurus dan 
merawat serta menyirami buah-buahan atau pepohonan 
maupun tanaman, sedangkan pihak lain memerlukan 
pekerjaan.  
C. Rukun dan syarat Musaqah  
Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi 
rukun dalam akad musaqah adalah ijab dari pemilik tanah 
perkebunan/pertanian, kabul dari petani penggarap, dan 
pekerjaan dari pihak penggarap. Adapun jumhur ulama fiqh 
yang terdiri dari ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan 
Hanabilah berpendirian bahwa rukun musaqah ada lima, 
yaitu (Haroen, 2007: 110): 
1. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi 
2. Tanah yang dijadikan objek musaqah 
3. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap 
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4. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah 
5. Shighat (ungkapan) ijab dan qabul 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-
masing rukun sebagai berikut (Ghazaly dkk, 2012: 111-112): 
1. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi musaqah 
harus orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh 
dan berakal. 
2. Objek musaqah terdiri atas pepohonan yang mempunyai 
buah. Namun menentukan objek musaqah ini terdapat 
perbedaan pendapat ulama fiqh. 
3. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani 
penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, 
tanpa campur tangan pemilik tanah 
4. Hasil yang dihasilkan dari kebun atau lahan sawah 
merupakan hak bersama. 
5. Lama perjanjian harus jelas, karena transaksi ini sama 
dengan transaksi sewa-menyewa agar terhindar dari 
ketidakpastian. 
 
2.3.4 Zakat Al-muzara’ah dan Mukhabarah 
Pada prinsipnya ketentuan wajib zakat itu dibebankan 
kepada orang mampu. Dalam arti telah mempunyai harta hasil 
pertanian yang wajib dizakati (jika telah sampai batas nisab). 
Begitu pula dalam bentuk kerja sama seperti al-muzara’ah dan 
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mukhabarah di mana salah satu pihak atau keduanya (pemilik 
sawah/ladang dan penggarap) harus membayar zakat. 
Jika dipandang dari siapa asal benih tanaman, maka dalam 
al-muzara’ah yang wajib zakat adalah pemilik tanah, karena dialah 
yang menanam, sedangkan penggarap hanya mengambil upah 
kerja. Sedangkan mukhabarah, yang wajib zakat adalah penggarap 
(petani). Dikarenakan dialah hakikat yang menanam, sedangkan 
pemilik tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya. Jika benih 
berasal dari keduanya, maka zakat wajib kepada keduanya jika 
telah mencapai nisab, sebelum pendapatan dibagi dua (Ghazaly 
dkk, 2012: 118-119). 
 
2.4 Penelitian Terkait 
Dalam uraian penelitian terkait bertujuan untuk 
menunjukkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang 
pernah diteliti sebelumnya. Di samping itu juga, berguna untuk 
membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang dijadikan 
sebagai bahan acuan. Dengan demikian, peneliti memilih beberapa 
penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. 
Seftyan Purnawati (Universitas Islam Negeri Walisongo 
Semarang, 2015) meneliti mengenai “Zakat dan Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat (Pelaksanaan Zakat Padi di Desa Sukolilan 
Kecamatan Petebon Kabupaten Kendal)”. Tujuan penelitian untuk 
mengetahui pelaksanaan zakat padi di Desa Sukolilan Kecamatan 
Petebon Kabupaten Kendal dan ingin mengetahui teknik para 
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ulama dalam mengajak masyarakat untuk melaksanakan zakat padi 
di Desa Sukolilan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dan 
metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan 
dokumentasi, sedangkan metode analisis data menggunakan 
analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
di desa tersebut, yang menjadi sebab diwajibkannya zakat untuk 
masa sekarang ini tidak lagi ketentuan 10% dan 5%. Akan tetapi 
yang menjadi pertimbangan adalah biaya yang dikeluarkan selama 
bertani. Meskipun air adalah sumber utama dalam pengolahan 
pertanian namun faktor-faktor lain yang mendukung pertanian 
selama bertani seperti pupuk, obat-obatan, alat-alat pertanian bukan 
terletak pada kadar 10% dan 5%, tetapi terletak pada biaya-biaya 
yang dikeluarkan. Masyarakat Desa Sukolilan dalam memberikan 
zakat pada tiga lembaga yaitu LAZIZ NU, Masjid dan Tokoh 
Ulama. Adapun Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, 
di mana peneliti melakukan penelitian mengenai praktik zakat 
pertanian yang bukan hanya pada jenis tanaman padi saja yang 
dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie, termasuk zakat yang dikeluarkan berdasarkan 
bentuk kerja sama yang mereka laksanakan dalam pertanian serta 
tipologi atau cara-cara petani dalam mengeluarkan zakat hasil 
pertanian. Peneliti juga ingin mengetahui kesesuaian antara praktik 
pada masyarakat dengan teori dalam ekonomi Islam. Perbedaan 
lainnya dengan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan 
triangulasi sebagai teknik uji keabsahan data.  
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Nurul Lutfia (Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, 2015) meneliti mengenai “Zakat Pertanian Tanah 
Perhutani dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa 
Dagangan Kabupaten Tuban”. Tujuan penelitian untuk mengetahui 
ketentuan mengeluarkan zakat pertanian tanah perhutani dalam 
perspektif hukum Islam. Jenis penelitian adalah penelitian 
lapangan/empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. 
Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, 
sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. 
Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa di Desa Dagangan 
Kabupaten Tuban masih belum terlaksananya zakat pertanian 
sebagaimana mestinya. Padahal dilihat dari hasil yang diperoleh 
setiap kali panennya sudah lebih dari 5 wasaq yang mana sudah 
memenuhi ketentuan untuk mengeluarkan zakat pertanian. Hal ini 
dikarenakan petani masih bingung dalam perhitungannya untuk 
mengeluarkan zakat pertanian. Menurut perspektif hukum Islam 
zakat pertanian tanah perhutani di Desa Dagangan Kabupaten 
Tuban sudah diwajibkan mengeluarkan zakat pertanian karena 
sudah mencapai nisab atau ketentuan yang sudah ada dalam 
pengeluaran zakat pertanian menurut hukum Islam. Adapun 
Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, di mana peneliti 
melakukan penelitian mengenai praktik zakat pertanian yang 
dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie, termasuk zakat yang dikeluarkan berdasarkan 
bentuk kerja sama yang mereka laksanakan dalam pertanian serta 
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tipologi atau cara-cara petani dalam mengeluarkan zakat hasil 
pertanian. Peneliti juga ingin mengetahui kesesuaian antara praktik 
pada masyarakat dengan teori dalam ekonomi Islam. Perbedaan 
lainnya dengan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan 
triangulasi sebagai teknik uji keabsahan data. Selain itu metode 
pengumpulan data juga menggunakan observasi. 
Sitti Mukarramah Nasir (Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar, 2017) meneliti mengenai “Kesadaran Masyarakat dalam 
Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Studi Kasus Petani Padi di 
Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa”. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui potensi zakat pertanian yang ada di 
Desa Pattalikang Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa dan untuk 
mengetahui bentuk kesadaran masyarakat di Desa Pattalikang 
Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa terhadap pembayaran zakat 
hasil pertanian khususnya petani padi. Metode penelitian yang 
digunakan  adalah metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang berhasil 
peneliti analisis melalui berbagai teknik pengumpulan data dan 
analisa data yaitu potensi zakat yang ada di Desa Pattalikang 
Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa secara umum sudah baik, hal 
tersebut dapat dibuktikan berdasarkan luasnya lahan pertanian yang 
ada di Desa Pattalikang. Bentuk kesadaran Petani dalam membayar 
zakat hasil pertanian secara langsung ke mesjid dan keluarga 
terdekat, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan nisabnya dalam Al-
53 
 
   
 
Qur’an dan Hadis. Adapun Perbedaan penelitian di atas dengan 
penelitian ini, di mana peneliti melakukan penelitian mengenai 
praktik zakat pertanian yang bukan hanya pada jenis tanaman padi 
saja yang dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang 
Tiga Kabupaten Pidie, termasuk zakat yang dikeluarkan 
berdasarkan bentuk kerja sama yang mereka laksanakan dalam 
pertanian serta tipologi atau cara-cara petani dalam mengeluarkan 
zakat hasil pertanian. Peneliti juga ingin mengetahui kesesuaian 
antara praktik pada masyarakat dengan teori dalam ekonomi Islam. 
Perbedaan lainnya dengan penelitian di atas, penelitian ini 
menggunakan triangulasi sebagai teknik uji keabsahan data. 
Ainiah (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 
2017) meneliti mengenai “Model Perhitungan Zakat Pertanian 
Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara). Tujuan penelitian 
untuk menganalisa secara mendalam tentang perhitungan zakat 
pertanian tanaman padi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara, 
membandingkan dengan pendapat ulama baik ulama salaf maupun 
kontemporer dan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi 
masyarakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara memilih 
model perhitungan tersebut. Jenis penelitian merupakan penelitian 
lapangan berupa penelitian kualitatif deskriptif-induktif. Subjek 
penelitian adalah petani di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara 
dengan enam desa sebagai unit analisisnya. Data primer diperoleh 
melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan 
beberapa petani, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian 
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literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perhitungan 
zakat di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara sangat kental 
dengan syafi’iyah. Model perhitungan yang berlandaskan pada 
mazhab klasik ini sangat dipertahankan dan enggan digeser dengan 
pendapat dan fatwa kontemporer meski kondisi dan situasi 
menuntut hal tersebut. Misalnya model perhitungan nisab yang 
tidak mempertimbangkan biaya operasional sama sekali, sehingga 
beberapa petani yang hasil panennya sudah mencapai nisab masih 
dalam kategori miskin dan menjadi mustahiq zakat sekaligus 
muzakki pada saat yang sama. Jika belum mencapai nisab, hasil 
panen pertama digabungkan dengan hasil panen selanjutnya yang 
masih dalam satu tahun agar mencapai nisab. Model perhitungan 
haul tersebut adalah pendapat khilafiyah (pendapat yang 
diperselisihkan) dikalangan syafi’iyah. Pemilihan model ini dilatar 
belakangi oleh beberapa faktor di antaranya faktor teologis, faktor 
psikologis, faktor pendidikan dan faktor sosial budaya. Adapun 
Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini, di mana peneliti 
melakukan penelitian mengenai praktik zakat pertanian yang 
dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie, termasuk zakat yang dikeluarkan berdasarkan 
bentuk kerja sama yang mereka laksanakan dalam pertanian serta 
tipologi atau cara-cara petani dalam mengeluarkan zakat hasil 
pertanian. Peneliti juga ingin mengetahui kesesuaian antara praktik 
pada masyarakat dengan teori dalam ekonomi Islam. Perbedaan 
lainnya dengan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan 
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triangulasi sebagai teknik uji keabsahan data. Selain itu, metode 
pengumpulan data menggunakan observasi dan dokumentasi.  
Ayu Pertiwi (Institut Pertanian Bogor, 2017) meneliti 
mengenai “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani Membayar 
Zakat Pertanian di Kabupaten Kebumen”. Tujuan penelitian untuk 
mengestimasi besaran potensi zakat pertanian dan menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam membayar zakat 
pertanian di Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian menggunakan 
penelitian kombinasi (mix methods) yaitu metode kuantitatif dan 
kualitatif. Metode penentuan sampel dilakukan dengan wawancara 
dan menyebarkan kuisioner serta penelusuran literatur terkait. 
Metode yang digunakan dalam analisis adalah regresi logistik. 
Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa estimasi potensi zakat 
pertanian yang dibayar petani adalah sebesar Rp191.051.720.000 
untuk kadar zakat 10% dan Rp95. 525. 851.000 untuk kadar zakat 
5%. Dengan variabel yang signifikan mempengaruhi petani 
membayar zakat pertanian adalah keimanan, alturisme, tingkat 
pendidikan dan dummy pengajian. Adapun Perbedaan penelitian di 
atas dengan penelitian ini, di mana peneliti melakukan penelitian 
mengenai praktik zakat pertanian yang dilakukan oleh petani Desa 
Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, termasuk zakat 
yang dikeluarkan berdasarkan bentuk kerja sama yang mereka 
laksanakan dalam pertanian serta tipologi atau cara-cara petani 
dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Peneliti juga ingin 
mengetahui kesesuaian antara praktik pada masyarakat dengan 
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teori dalam ekonomi Islam. Perbedaan lainnya dengan penelitian di 
atas, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif 
deskriptif dan triangulasi sebagai teknik uji keabsahan data. 
Sedangkan metode pengumpulan data, selain melalui wawancara 
peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi.  
Magfira dan Thamrin Logawali (Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, 2017) meneliti mengenai “Kesadaran 
Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di 
Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten 
Bulukumbia”. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesadaran 
masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi di 
Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kabupaten 
Bulukumbia. Jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif. Metode pengumpulan data melalui observasi dan 
kuesioner. Masalah yang diteliti mencakup: (1) kesadaran 
masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian padi. 
Permasalahan tersebut dibahas melalui studi lapangan (deskriptif 
kuantitatif) yang dilakukan di Desa Bontomacinna Kecamatan 
Gantarang Kabupaten Bulukumbia serta bahan penelitian untuk 
mendapatkan gambaran keadaan atau kondisi serta hal-hal yang 
terkait, (2) praktik zakat pertanian padi yang dijalankan oleh 
masyarakat di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang 
Kabupaten Bulukumbia. Sedangkan teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Adapun 
hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) respon masyarakat 
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terhadap pembayaran zakat hasil pertanian di Desa Bontomacinna 
Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumbia sebagian sudah 
cukup baik namun masih ada beberapa orang di antara mereka yang 
tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang 
langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap 
dan kemudian dijual, (2) praktik zakat pertanian yang dijalankan 
oleh masyarakat di Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang 
Kabupaten Bulukumbia dalam mengeluarkan zakat masih memakai 
adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakatnya kepada orang yang 
diinginkan. Adapun Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian 
ini, di mana peneliti melakukan penelitian mengenai praktik zakat 
pertanian yang bukan hanya pada jenis tanaman padi saja yang 
dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie, termasuk zakat yang dikeluarkan berdasarkan 
bentuk kerja sama yang mereka laksanakan dalam pertanian serta 
tipologi atau cara-cara petani dalam mengeluarkan zakat hasil 
pertanian. Peneliti juga ingin mengetahui kesesuaian antara praktik 
pada masyarakat dengan teori dalam ekonomi Islam. Perbedaan 
lainnya dengan penelitian di atas, penelitian ini menggunakan jenis 
penelitian kualitatif deskriptif dan triangulasi sebagai teknik uji 
keabsahan data. Sedangkan metode pengumpulan data selain 
melalui observasi, peneliti juga melakukan wawancara dan 
dokumentasi.  
Widi Nopiardo, Afriani dan Rizal Fahlevi (Institut Agama 
Islam Negeri Batusangkar, 2018) meneliti mengenai “Pelaksanaan 
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Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Bawang di Nagari Kampung 
Batu dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok). Tujuan 
penelitian untuk mengetahui pelaksanan zakat pertanian khusus 
pada petani bawang di Nagari Kampung Batu dalam Kecamatan 
Danau Kembar Kabupaten Solok. Jenis penelitian menggunakan 
penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data 
diterapkan teknik analisis data tiga alur, yaitu reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pertanian bawang 
dilakukan oleh petani pada setiap kali panen, dua atau tiga kali 
panen. Besaran zakat yang disalurkan sebagian memperhitungkan 
biaya operasionalnya dan sebagian lagi fokus pada besaran hasil 
panen yang didapatkan. Zakat disalurkan dalam bentuk uang dan 
barang serta bawang diberikan kepada pekerja yang dipandang 
berhak menerima zakat, karib kerabat dan anak yatim. Kemudian 
zakat juga disalurkan ke masjid atau mushalla setempat, dalam hal 
ini masyarakat salah mengartikan zakat yang disamakan dengan 
infak dan sedekah. Di samping itu, mayoritas masyarakat di Nagari 
Kampung Batu dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok 
mengetahui adanya zakat pertanian, akan tetapi mereka tidak 
memahami ketentuan dalam zakat pertanian. Hal ini dikarenakan 
tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, yang disebabkan 
kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian, tingkat pendidikan 
yang masih rendah, penyaluran zakat yang belum tepat sasaran dan 
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belum adanya lembaga zakat. Adapun Perbedaan penelitian di atas 
dengan penelitian ini, di mana peneliti melakukan penelitian 
mengenai praktik zakat pertanian pada segala jenis tanaman padi 
saja yang dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang 
Tiga Kabupaten Pidie, termasuk zakat yang dikeluarkan 
berdasarkan bentuk kerja sama yang mereka laksanakan dalam 
pertanian serta tipologi atau cara-cara petani dalam mengeluarkan 
zakat hasil pertanian. Peneliti juga ingin mengetahui kesesuaian 
antara praktik pada masyarakat dengan teori dalam ekonomi Islam. 
Perbedaan lainnya dengan penelitian di atas, penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan triangulasi 
sebagai teknik uji keabsahan data.  
Berdasarkan penelitian-penelitian di atas dapat diringkas 
mengenai hasil penelitian dan persamaan serta perbedaan penelitian 
tersebut seperti pada table 2.1 di bawah ini. 
Tabel 2.1 
Penelitian Terkait 
 
No 
 
Peneliti 
 
Judul 
Penelitian 
 
Hasil 
Penelitian 
 
Persamaan dan 
Perbedaan 
 
1. Seftyan 
Purnawati 
(Universitas 
Islam Negeri 
Walisongo 
Semarang, 
2015) 
Zakat dan 
Pemberdayaan 
Ekonomi 
Masyarakat 
(Pelaksanaan 
Zakat Padi di 
Desa Sukolilan 
Kecamatan 
Petebon 
Kabupate 
Kendal) 
Ketentuan 
pembayaran 
zakat pertanian 
bukan hanya 
dari ukuran 10% 
dan 5%, akan 
tetapi juga 
menjadi 
pertimbangan 
adalah biaya 
yang  
Persamaan: 
jenis penelitian 
kualitatif 
dengan metode 
pengumpulan 
data yaitu: 
observasi, 
wawancara dan 
dokumentasi. 
Penelitian ini 
mengkaji  
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Tabel 2.1- Lanjutan 
 
No 
 
Peneliti 
 
Judul 
Penelitian 
 
Hasil 
Penelitian 
 
Persamaan dan 
Perbedaan 
 
   dikeluarkan 
selama bertani. 
pelaksanan 
zakat pertanian 
pada daerah 
tertentu.  
 
Perbedaan: 
fokus penelitian 
mengenai teknik 
para ulama 
dalam mengajak 
masyarakat 
untuk 
melaksanakan 
zakat pertanian 
khusus pada 
zakat padi. 
2. Nurul Lutfia 
(Universitas 
Islam Negeri 
Maulana 
Malik 
Ibrahim 
Malang, 
2015) 
Zakat Pertanian 
Tanah Perhutani 
dalam 
Perspektif 
Hukum Islam 
Studi Kasus di 
Desa Dagangan 
Kabupaten 
Tuban 
Pelaksanaan 
zakat pertanian 
masih belum 
sebagaimana 
mestinya. Hal 
ini dikarenakan 
petani masih 
bingung dalam 
perhitungannya 
untuk 
mengeluarkan 
zakat pertanian 
khususnya pada 
tanah perhutani. 
Persamaan: 
meneliti 
mengenai 
pelaksanaan 
zakat pertanian 
dan metode 
pengumpulan 
data dengan 
observasi dan 
wawancara. 
 
Perbedaan: 
fokus penelitian 
mengenai 
ketentuan dalam 
mengeluarkan 
zakat pertanian 
tanah perhutani 
dengan 
metode 
penelitian 
deskriptif 
analisis. 
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Tabel 2.1- Lanjutan  
 
No 
 
Peneliti 
 
Judul 
Penelitian 
 
Hasil 
Penelitian 
 
Persamaan dan 
Perbedaan 
 
3. Sitti 
Mukarramah 
Nasir 
(Universitas 
Islam Negeri 
Alauddin 
Makassar, 
2017) 
Kesadaran 
Masyarakat 
dalam 
Melakukan 
Pembayaran 
Zakat Pertanian 
Studi Kasus 
Petani Padi di 
Desa 
Pattalikang 
Kecamatan 
Manuju 
Kabupaten 
Gowa 
Potensi secara 
umum sudah 
baik 
berdasarkan 
luasnya lahan 
pertanian  
dan bentuk 
kesadaran 
masyarakat 
membayar zakat 
pertanian  ke 
masjid dan dan 
keluarga 
terdekat, tetapi 
tidak sesuai 
dengan 
ketentuan 
nisabnya dalam 
Al-Qur’an dan 
Hadis. 
Persamaan: 
menggunakan 
motode 
penelitian 
kualitatif 
dengan metode 
pengumpulan 
data dengan 
observasi, 
wawancara dan 
dokumentasi. 
 
Perbedaan: 
fokus penelitian 
mengenai 
bentuk 
kesadaran 
masyarakat 
dalam 
mengeluarkan 
zakat khususnya 
zakat tanaman 
padi. 
4. Ainiah 
(Universitas 
Islam Negeri 
Sumatera 
Utara 
Medan, 
2017) 
Model 
Perhitungan 
Zakat Pertanian 
Studi di 
Kecamatan Kuta 
Makmur Aceh 
Utara) 
Model 
perhitungan 
zakat sangat 
kental dengan 
syafi’iyah yang 
sangat 
dipertahankan 
dan enggan 
digeser dengan 
pendapat dan 
fatwa 
kontemporer 
meski kondisi 
dan situasi 
menuntut hal 
tersebut. 
Persamaan:  
mengakaji 
mengenai 
perhitungan 
zakat yang 
dikeluarkan oleh 
petani serta 
metode 
pengumpulan 
data dengan 
wawancara. 
. 
Perbedaan: 
menggunakan  
metode 
penelitian  
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Tabel 2.1- Lanjutan  
 
No 
 
Peneliti 
 
Judul 
Penelitian 
 
Hasil 
Penelitian 
 
Persamaan dan 
Perbedaan 
 
    kualitatif 
deskriptif-
deduktif. Fokus  
penelitian hanya 
pada 
perhitungan 
zakat pertanian 
tanaman padi 
saja. 
5. Ayu Pertiwi 
(Institut 
Pertanian 
Bogor, 
2017)  
Faktor-faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Petani 
Membayar 
Zakat Pertanian 
di Kabupaten 
Kebumen 
Estimasi potensi 
zakat pertanian 
yang dibayar 
petani adalah 
sebesar 
Rp191.051.720.
000 untuk kadar 
zakat 10% dan 
Rp95. 525. 
851.000 untuk 
kadar zakat 5%. 
Dengan variabel 
yang signifikan 
mempengaruhi 
petani 
membayar zakat 
pertanian adalah 
keimanan, 
alturisme, 
tingkat 
pendidikan dan 
dummy 
pengajian. 
Persamaan: 
meneliti 
mengenai zakat 
pertanian yang 
dilakukan pada 
masyarakat dan 
juga 
menggunakan 
salah satu 
metode 
wawancara 
dalam 
pengumpulan 
data. 
 
Perbedaan: 
fokus penelitian 
pada faktor-
faktor yang 
mempenagruhi 
petani dalam 
membayar zakat 
pertanian. Jenis 
penelitian 
menggunakan 
penelitian 
kombinasi (mix 
methods) yaitu 
metode  
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Tabel 2.1- Lanjutan  
 
No 
 
Peneliti 
 
Judul 
Penelitian 
 
Hasil 
Penelitian 
 
Persamaan dan 
Perbedaan 
 
    kuantitatif dan 
kualitatif. 
Metode 
penentuan 
sampel tidak 
hanya 
wawancara tapi 
juga kuisioner. 
Metode yang 
digunakan 
dalam analisis 
adalah regresi 
logistik. 
6.  Magfira dan 
Thamrin 
Logawali 
(Universitas 
Islam Negeri 
Alauddin 
Makassar, 
2017) 
Kesadaran 
Masyarakat 
dalam 
Melakukan 
Pembayaran 
Zakat Pertanian 
Padi di Desa 
Bontomacinna 
Kecamatan 
Gantarang 
Kabupaten 
Bulukumbia 
Respon 
masyarakat 
terhadap 
pembayaran 
zakat hasil 
pertanian 
sebagian sudah 
cukup baik dan 
praktik zakat 
pertanian yang 
dijalankan oleh 
masyarakat 
dalam 
mengeluarkan 
zakat masih 
memakai adat 
atau kebiasaan, 
yaitu 
memberikan 
zakatnya kepada 
orang yang 
diinginkan. 
Persamaan: 
secara garis 
mengkaji 
mengenai zakat 
pertanian dan 
menggunakan 
metode 
observasi 
sebagai salah 
satu metode 
pengumpulan 
data.  
 
Perbedaan: 
Penelitian lebih 
fokus pada 
kesadaran 
masyarakat dan 
pembayaran 
zakat pada 
tanaman padi 
saja. Jenis 
penelitian 
deskriptif 
kuantitatif 
dengan metode 
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Tabel 2.1- Lanjutan  
 
No 
 
Peneliti 
 
Judul 
Penelitian 
 
Hasil 
Penelitian 
 
Persamaan dan 
Perbedaan 
 
    pengumpulan 
data salah 
satunya 
menggunakan 
kuesioner. 
7. Widi 
Nopiardo, 
Afriani dan 
Rizal Fahlevi 
(Institut 
Agama Islam 
Negeri 
Batusangkar) 
Pelaksanaan 
Zakat Pertanian 
(Studi Kasus 
Petani Bawang 
di Nagari 
Kampung Batu 
dalam 
Kecamatan 
Danau Kembar 
Kabupaten 
Solok 
Pelaksanaan 
zakat pertanian 
bawang 
dilakukan oleh 
petani pada 
setiap kali 
panen, dua atau 
tiga kali panen. 
Di samping itu, 
mayoritas 
masyarakat 
mengetahui 
adanya zakat 
pertanian, akan 
tetapi mereka 
tidak memahami 
ketentuan dalam 
zakat pertanian.  
Persamaan: 
Metode 
pengumpulan 
data 
menggunakan 
matode 
observasi, 
wawancara dan 
dokumentasi. 
Teknik analisis 
data diterapkan 
teknik analisis 
data tiga alur, 
yaitu reduksi 
data, penyajian 
data dan 
penarikan 
kesimpulan. 
 
Perbedaan: 
pelaksanan 
zakat pertanian 
yang fokus pada 
zakat tamanan 
bawang saja. 
Sumber: Data Diolah, 2019 
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2.5 Kerangka Berpikir   
Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang 
bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 
diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir 
yang baik akan menjelaskan teoritis pertautan antar variabel yang 
akan diteliti (Priadana dkk, 2009: 89). Demikian halnya dengan 
penelitian ini yang membutuhkan kerangka berpikir untuk 
memudahkan pemahaman mengenai pelaksanaan zakat pertanian di 
Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.   
Dalam penelitian ini, secara garis besar peneliti ingin 
mengetahui praktik zakat pertanian dengan tinjauan awal pada 
masyarakat Desa Mesjid sebagai subjek utama dalam penelitian. 
tersebut. Dalam pelaksanaan itu juga akan dilihat zakat yang 
dikeluarkan berdasarkan bentuk-bentuk ker jasama yang dilakukan 
oleh pemilik lahan dengan penggarap serta tipologi atau cara petani 
dalam mengeluarkan zakat pertanian.  
Namun, pada penelitian ini tidak hanya dilihat dari segi 
praktik petani di lapangan saja. Akan tetapi, peneliti juga akan 
mengaitkan pelaksanaan zakat pertanian pada petani Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie dengan tinjauan 
ekonomi Islam. Di mana dengan tinjauan ekonomi Islam, hal ini 
akan memberikan pedoman mengenai zakat pertanian yang dapat 
dijadikan acuan dalam pelaksanaan pada petani desa ini  
Dengan demikian, peneliti akan mengetahui kesesuaian 
antara praktik zakat pertanian yang selama ini dilakukan oleh 
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petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
dengan teori yang ada dalam ekonomi Islam. Sehingga dengan hal 
tersebut, peneliti akan memperoleh hasil penelitian yang terkait 
dengan permasalahan-permasalahan yang dikaji.  
Untuk memudahkan dalam memahami kerangka berpikir 
yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti menggambarkan 
kerangka berpikir pada gambar 2.1 di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 2.1 
    Kerangka Berpikir 
 
 
 
Praktik Zakat Pertanian  
Tinjauan Petani 
Desa Mesjid 
 
Tinjauan Ekonomi 
Islam 
 
Hasil Penelitian 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif 
adalah suatu metode yang meneliti dengan cara menggambarkan 
suatu peristiwa dalam bentuk kata-kata dan bahasa secara 
sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan antara fenomena yang ditelaah atau dikaji (Zainira, 2018: 
66).  
Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-
kutipan data untuk mendeskripsikan penyajian laporan tersebut. Di 
mana data tersebut, mungkin berasal dari naskah wawancara, 
catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau 
memo dan dokumen resmi lainnya. Pada penulisan laporan, peneliti 
menganalisis data yang sangat kaya dan sejauh mungkin dalam 
bentuk aslinya. Hal itu, hendaknya dilakukan oleh setiap orang 
merajut sehingga setiap bagian ditelaah satu demi satu (Basrowi 
dkk, 2008:28). 
Jenis penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai 
tindakan serta perilaku masyarakat di Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie sebagai subjek penelitian untuk 
menganalisi praktik serta tipologi petani dalam mengeluarkan zakat 
pertanian dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi petani 
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di desa ini tidak membayar zakat pertanian ke lembaga Baitul Mal 
Pidie.  
 
3.2 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah suatu tempat di mana peneliti 
melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke 
lokasi penelitian di Provinsi Aceh yaitu di Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Tempat ini dipilih sebagai objek 
penelitian dikarenakan mayoritas masyarakat yang berprofesi 
sebagai petani serta perbedaan cara dalam mengeluarkan zakat 
pertanian yang dilakukan oleh setiap petani. Di tambah lagi, petani 
tidak menyalurkan zakat pertainan pada lembaga Baitul Mal Pidie.  
  
3.3 Sumber Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber 
data yaitu: 
1. Data primer  
Data primer adalah data yang didapat dari sumber 
pertama dari individu atau perseorangan seperti hasil 
wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa 
dilakukan oleh peneliti (Umar, 2008: 24). Data primer dapat 
berupa opini subjek (orang) secara individu atau kelompok, 
hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 
kegiatan, dan hasil pengujian. Kelebihan penggunaan 
sumber data primer adalah peneliti dapat mengumpulkan 
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data sesuai dengan yang diinginkan karena data yang tidak 
relevan dapat dieliminasi atau setidaknya dikurangi. 
Kemudian, dapat yang diperoleh lebih akurat, tetapi 
memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang lebih besar 
dibandingkan jika peneliti menggunakan data sekunder. 
Data primer dapat dibedakan menjadi:  pertama, data subjek 
dapat diperoleh melalui: (a)Lisan berupa opini/pendapat, 
(b)Tertulis berupa pengalaman/karakteristik subjek 
penelitian dan (c)Ekspresi berupa sikap. Kedua, data fisik 
berupa benda berwujud yang menunjukkan keberadaan atau 
kejadian masa lalu atau benda-benda bersejarah (Sangadji 
dkk, 2010: 44).  
Adapun data primer yang diperoleh dari hasil 
penelitian ini adalah melalui hasil observasi sekaligus 
wawancara dengan petani di Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie sehingga diperoleh jawaban 
mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan 
penelitian ini.  
2. Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat 
pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti pada 
subjek penelitian (Arikunto, 2002: 236). Dalam hal ini data 
diperoleh dari sumber lain yang digunakan sebagai 
penunjang data primer, di antaranya dari buku-buku, 
literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan 
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masalah yang akan dibahas. Data ini juga digunakan 
sebagai pelengkap data primer. 
Pada penelitian ini digunakan buku-buku, jurnal, 
skripsi serta undang-undang mengenai tema pembahasan 
dalam penelitian yang akan membantu dalam menganalisis 
permasalahan-permasalahan yang akan dikaji. 
Dalam memperoleh data yang sesuai dengan objek 
penelitian berupa data primer dan sekunder, maka peneliti 
menggunakan metode perpaduan antara penelitian lapangan 
(field research) dan penelitian perpustakaan (library 
research). Metode tersebut akan dijelaskan di bawah ini 
(Maghfirah, 2017) sebagai berikut: 
a. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan adalah suatu metode 
pengumpulan data primer atau fakta-fakta yang terjadi di 
lokasi penelitian yang didapatkan melalui observasi dan 
wawancara secara sistematis dan berlandaskan dengan 
objek penelitian. 
b. Penelitian Perpustakaan (Library Research) 
Penelitian perpustakaan adalah suatu metode 
pengumpulan data sekunder. Penelitian ini dilakukan 
dengan menelaah dan mempelajari buku-buku, skripsi, 
literatur dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengam 
tema pembahasan penelitian. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 
Untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian ini, 
maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data, 
di antaranya adalah: 
1. Observasi  
Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan 
data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 
mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, 
pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan 
perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat 
baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti 
perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan 
tertentu (Mantra, 2008: 79). 
Menurut Jekoda dalam buku (Gunawan, 2013: 144), 
observasi  dapat menjadi teknik pengumpulan data secara 
ilmiah apabila memenuhi syarat-syarat, yaitu: (1) 
Diabadikan pada pola dan tujuan penelitian yang telah 
ditetapkan, (2) Direncanakan dan dilaksanakan secara 
sistematis, dan tidak secara kebetulan (accidental) saja, (3) 
Dicatat secara sistematis dan dikaitkan dengan proposisi-
proposisi yang lebih umum, dan tidak didorong oleh impuls 
dan rasa ingin tahu belaka, dan (4) Kredibilitas dicek dan 
dikontrol seperti pada data ilmiah lainnya.  
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2. Wawancara 
Wawancara adalah metode pengumpulan data yang 
dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan 
dengan penelitian ini kepada narasumber atau subjek 
penelitian secara langsung (Arikunto, 2002: 148).  
Ada dua cara membedakan tipe wawancara dalam 
tataran yang luas (Gunawan, 2013: 162-163), yaitu: (a) 
wawancara terstruktur digunakan karena informasi yang 
akan diperlukan penelitian sudah pasti. Proses wawancara 
terstruktur dilakukan dengan menggunakan instrument 
pedoman wawancara tertulis yang berisi pertanyaan yang 
akan diajukan kepada informan. Dalam wawancara ini 
pertanyaan-pertanyaan sudah ditetapkan dan diajukan 
sesuai urutan yang telah disiapkan, (b) wawancara tidak 
terstruktur bersifat lebih luwes dan terbuka. Wawancara ini 
dalam pelaksanannya lebih bebas dibandingkan dengan 
wawancara terstruktur karena dalam melakukan wawancara 
dilakukan secara alamiah untuk menggali ide dan gagasan 
informan secara terbuka dan tidak menggunakan pedeoman 
wawancara. Adapun pertanyaan yang diajukan lebih 
bersifat fleksibel, tetapi tidak menyimpang dari tujuan 
wawancara yang telah ditetapkan.  
Dalam penelitian ini menggunakan tipe wawancara 
terstruktur dengan subjek penelitian yang diwawancarai 
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oleh peneliti di Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie adalah sebagai berikut:  
a. Kepala Bagian Pengumpulan Zakat Baitul Mal Pidie 
b. Keuchik  atau Kepala Desa Mesjid Kecamatan Simpang 
Tiga Kabupaten Pidie 
c. Tokoh Agama di Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie 
d.  Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie. 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah 
berlalu di mana bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-
karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2016: 240).  
Menurut Bungi (2008) dalam buku (Gunawan, 2013: 177), 
teknik dokumentasi merupakan satu metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk 
menelusuri data historis. Teknik dokumentasi meski pada 
mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian kualitatif, 
namun pada masa kini menjadi salah satu bagian yang 
penting dan tak terpisahkan dalam penelitian kualitatif. Hal 
ini disebabkan oleh adanya kesadaran dan pemahaman baru 
yang berkembang pada para peneliti bahwa banyak sekali 
data yang tersimpan dalam bentuk dokumen dan artefak. 
 Dalam hal ini, Peneliti menggunakan dokumen 
untuk penelitian yang langsung diambil dari objek 
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penelitian di Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie berupa data dan gambar/foto yang telah 
dikumpulkan.  
 
3.5 Teknik Uji Keabsahan Data 
Dalam penelitian ini, teknik uji keabsahan data yang 
digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 
untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 
data itu (Moleong, 2011: 330).  
Dalam penelitian ini agar dapat memperoleh kebenaran 
informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai 
penelitian yang di lakukan, maka peneliti menggunakan metode 
wawancara untuk mengecek kebenarannya. Dan juga peneliti 
menggunakan informan yang berbeda-beda dalam mengecek 
kebenaran informasi mengenai penelitian ini.  
Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data 
yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan 
data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan 
pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti 
mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 
mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 
data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2016: 330). 
Berdasarkan pendapat Moleong di atas, maka peneliti 
melakukan perbandingan data yang diperoleh yaitu data-data 
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sekunder hasil kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data 
primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dukomentasi yang 
sesuai dengan fakta yang ada di lokasi penelitian. Sehingga 
kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan 
meyakinkan untuk diambil kesimpulan.  
Menurut Denzin ada empat macam triangulasi sebagai 
teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 
metode, peneliti dan teoritik (Gunawan, 2013: 219-221) sebagai 
berikut:  
1. Triangulasi Sumber  
Triagulasi sumber adalah menggali kebenaran 
informasi tertentu melalui berbagai sumber memperoleh 
data. Dalam triangulasi dengan sumber yang terpenting 
adalah mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya 
perbedaan-perbedaan tersebut. Sebuah strategi kunci harus 
menggolongkan masing-masing kelompok, bahwa peneliti 
sedang “mengevaluasi”. Kemudian yakin pada sejumlah 
orang untuk dibandingkan dari masing-masing kelompok 
dalam evaluasi tersebut. Dengan demikian, triangulasi 
sumber berarti membandingkan (mengecek ulang) 
informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. 
Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan 
wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum, 
dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan 
hasil wawancara dengan dokumen yang ada.  
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Penelitian selain melalui wawancara dan observasi, 
peneliti bisa menggunakan pengamatan berperan serta 
(participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen 
sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan 
gambar atau foto. Hal ini dipertegas oleh Rahardjo (2010), 
yang menyatakan bahwa masing-masing cara tersebut 
tentunya akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 
yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) 
yang berbeda pula, mengenai fenomena yang diteliti. 
Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan 
pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.  
2. Triangulasi Metode  
Triangulasi metode adalah usaha mengecek 
keabsahan data, atau mengecek keabsahan temuan 
penelitian. Triangulasi metode, dapat dilakukan dengan 
menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data 
untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaannya dapat 
juga cara cek atau ricek. Dengan demikian, triangulasi 
dengan metode terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan 
derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 
teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat 
kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 
sama. Triangulasi metode mencakup penggunaan berbagai 
model kualitatif, jika kesimpulan dari setiap metode adalah 
sama, sehingga kebenaran ditetapkan.  
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Triangulasi metode dilakukan dengan dengan cara 
membandingkan informasi atau data dengan cara yang 
berbeda (Rahardjo, 2010). Sebagaimana dikenal dalam 
penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode 
wawancara, observasi dan survei. Dalam memperoleh 
kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh 
mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan 
metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Selain 
itu,  peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau 
pengamatan bahkan menggunakan informan beda untuk 
mengecek kebenarannya. Melalui berbagai perspektif atau 
pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati 
kebenaran. Oleh karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan 
jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau 
informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan 
demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks 
atau naskah/transkip film, novel dan sejenisnya, triangulasi 
tidak perlu dilakukan. Meskipun demikian, triangulasi dan 
aspek lainnya tetap dilakukan. 
3. Triangulasi Peneliti 
Triangulasi peneliti adalah menggunakan lebih dari 
satu peneliti dalam mengadakan observasi dan wawancara. 
Karena setiap peneliti memiliki gaya, sikap dan persepsi 
yang berbeda dalam mengamati suatu fenomena maka hasil 
pengamatan dapat berbeda dalam mengamati fenomena 
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yang sama. Pengamatan dan wawancara dengan 
menggunakan dua atau lebih pengamat/pewawancara akan 
dapat memperoleh data yang lebih absah. Bachri (2010: 57) 
menyarankan sebelumnya tim peneliti perlu mengadakan 
kesepakatan dalam menentukan kriteria/acuan pengamatan 
atau wawancara. 
Triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan 
peneliti atau pengamat yang lainnya membantu mengurangi 
penyimpangan dalam pengumpulan data. Triangulasi 
peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu 
orang dalam pengumpulan dan analisi data. Menurut 
Rahardjo (2010), teknik ini diakui memperkaya khazanah 
pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek 
penelitian. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa orang 
yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki 
pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan 
agar tidak merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari 
triangulasi.  
4. Triangulasi Teoritik 
Triangulasi teoritik berdasarkan anggapan bahwa 
fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya 
dengan satu atau lebih teori. Triangulasi teoritik adalah 
memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu. 
Untuk itu, diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan 
data dan analisis data yang lengkap, dengan demikian akan 
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dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. 
Triangulasi teori menurut Bachri (2010:58) mencakup 
penggunaan berbagai perspektif professional untuk 
menerjemahkan satu, tunggal, atau sekumpulan 
data/informasi. Tidak seperti triangulasi peneliti, metode ini 
memerlukan penggunaan para professional di luar bidang 
studi peneliti. 
Hasil akhir penelitain kualitatif berupa sebuah 
rumusan informasi (thesis statement). Selanjutnya, 
informasi tersebut dibandingkan dengan perspektif teori 
yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti 
atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, 
triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman 
pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan 
teoritik secara mendalam atau hasil analisis data yang telah 
diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti 
dituntut memiliki expert judgement ketika membandingkan 
temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika 
perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda. 
Satu pendekatan populer adalah membawa bersama-
sama orang dari disiplin berbeda, bagaimanapun individu di 
dalam disiplin yang digunakan jika mereka berbeda dalam 
posisi status yang berbeda. Dalam teori itu yang dipercaya 
adalah individu dari disiplin atau posisi berbeda dengan 
membawa perspektif berbeda. Oleh karena itu, jika masing-
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masing penilai dari disiplin berbeda menerjemahkan 
informasi dengan cara sama (menggambarkan/menarik 
sama kesimpulan), kemudian kebenaran ditetapkan.  
Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah 
triangulasi sumber dan  triangulasi  metode.  Di mana triangulasi 
sumber dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu informan 
dalam memperoleh informasi mengenai pelaksanan zakat pertanian 
Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Adapun 
informan-informan yang ikut terlibat dalam penelitian ini terdiri 
dari pihak lembaga Baitul Mal, keuchik atau kepala desa, tokoh 
agama dan petani. Sedangkan dalam triangulasi metode, peneliti 
menggunakan beberapa metode dalam memperoleh informasi 
terkait dengan penelitian ini, di mana metode-metode yang 
digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan informasi yang 
diperoleh dari sumber informan yang beda-beda dan metode 
pengumpulan data atau informasi yang berbeda pula. Sehingga 
akan memberikan hasil penelitian yang dikumpulkan dari berbagai 
sumber dan metode berbeda yang kemudian dapat dianalisis hingga 
memperoleh data atau informasi yang sesuai dengan penelitian 
yang terkait.  
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Menurut Moleong (2011) teknik analisis data adalah suatu 
kegiatan analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah 
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seluruh data yang tersedia dari instrument penelitian, yang terdiri 
dari catatan, rekaman, dokumen, tes dan lain sebagainya. Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah 
suatu proses yang dilakukan untuk meninjau dalam memfiltrasi 
hasil data penelitian yang diperoleh dari instrument penelitian.  
Menurut Mile dan Huberman, ada 3 teknik analisis data 
kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Di mana proses ini berlangsung secara terus-menerus 
selama penelitian berlangsung bahkan sebelum data terkumpul. 
Adapun 3 teknik akan dijelaskan di bawah ini: 
1. Reduksi data 
Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang 
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu 
dan mengorganisasi data sehingga pada akhirnya dapat 
ditarik kesimpulan mengenai praktik zakat pertanian yang 
selama ini dilaksanakan oleh petani Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Serta juga lebih 
dalam mengalisis tentang tipologi petani dalam 
mengeluarkan zakat hasil pertanian. 
2. Penyajian data 
Penyajian data adalah adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 
memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. 
Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif 
(berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan 
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bagan. Pada penelitian ini, data kualitatif yang didapatkan 
dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini 
langsung dilakukan pada lokasi penelitian dengan subjek 
utama penelitian adalah petani Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Sedangkan subjek lainnya 
yang terkait dengan penelitian ini juga termasuk pihak 
lembaga Baitul Mal, keuchik  atau kepala desa dan tokoh 
agama.  
3. Penarikan kesimpulan 
Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang 
dilakukan dengan pengambilan kesimpulan hasil analisis 
yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. 
Penarikan kesimpulan dapaat dilakukan apabila semua data-
data dan informasi telah terkumpul, ditelaah dan telah 
didapatkan hasil dari penelitian. Dengan demikian, hasil 
yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
acuan dalam melaksanakan praktik pengeluaran zakat 
pertanian yang sesuai dalam syariat Islam. Atau dengan 
kata lain, hasil penelitian ini akan memberikan gambaran 
mengenai praktik pelaksanan zakat pertanian di Desa 
Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie yang 
selama ini. Di mana penelitian akan melihat kesesuaian 
antara praktik di lapangan dengan teori zakat pertanian 
dalam ekonomi Islam.  
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 BAB IV  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
4.1.1 Monografi Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie 
Desa Mesjid merupakan salah satu dari tujuh desa di 
Kemukiman Tungoe Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. 
Awal sejarah dinamakan Desa Mesjid dikarenakan desa ini 
merupakan desa pertama yang membangun masjid dari pada desa-
desa lainnya di Kemukiman Tungoe Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie. Di mana masjid tersebut terkenal dengan nama 
Mesjid Tuha.  
Desa ini adalah desa kecil dengan luas wilayah yang kecil 
yaitu +1.16 Km
2
. 
 
Adapun jarak Desa Mesjid ke Ibu kota 
Kecamatan 3 Km dan jarak ke pemerintah Kabupaten/Kota 7 Km. 
Secara geografis Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten 
Pidie memiliki batas wilayah sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara  : Desa Blang Leuen 
b. Sebelah Selatan : Desa Cot Jaja 
c. Sebelah Barat  : Desa Ulee Barat 
d. Sebelah Timur  : Desa Ujong Gampong dan Lheue 
Jumlah penduduk di Desa Mesjid pada tahun 2017 
sebanyak 347 orang dari 97 KK (Kepala Keluarga), di mana 
seluruh penduduk disini beragama Islam. Adapun perincian 
datanya  sebagai berikut.                         
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Tabel 4.1 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
Jenis Kelamin  
Jumlah  Laki-Laki Perempuan  
163 184 347 
Sumber: BPS, 2017 
Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa 
penduduk Desa Mesjid sangat sedikit dengan jenis kelamin 
perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jenis kelamin laki-
laki. Penduduk Desa Mesjid bermayoritas sebagai petani. Adapun 
luas lahan yang dimiliki secara keseluruhan 116 Ha yang 
penggunaannya dapat dilihat rinciannya di bawah ini.   
Tabel 4.2 
Luas Tanah Desa dan Penggunaannya 
No Uraian Jumlah/Ha
 
1 Sawah 38 Ha 
2 Kering 26 Ha 
3 Perkarangan/Bangunan 46 Ha 
4 Lainnya 6 Ha 
Total Luas 116 
Sumber: BPS, 2017 
Berdasarkan tabel 4.2 di atas menggambarkan luas tanah 
Desa Mesjid. Adapun luas lahan yang banyak digunakana dalah 
untuk perkarangan/bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal 
penduduk atau disebut dengan rumah dan untuk lahan sawah 
mengingat banyak penduduk yang bekerja sebagai petani 
dibandingkan dengan lainnya.  
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Di Desa Mesjid, setiap petani tidak hanya memiliki atau 
mengelola sawah di desa mereka sendiri. Akan tetapi terdapat juga 
sawah yang mereka miliki atau kelola di desa-desa lain. Di mana 
secara keseluruhan luas lahan sawah 218 Ha dengan perincian 
masing-masing sebagai berikut: 
Tabel 4.3 
Luas Lahan Sawah di Kemukiman Tungoe Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
No Desa Jumlah/Ha 
1 Blang Leuen 42 
2 Mesjid 38 
3 Ulee Barat 41 
4 Ujong Gampong 72 
5 Lheue 7 
6 Cot Jaja 18 
Jumlah 218 
Sumber: BPS, 2017 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa lahan 
sawah yang paling luas terdapat di Desa Ujong Gampong. 
Sedangkan lahan sawah yang paling kecil terdapat di Desa Lheue. 
Namun kebanyakaan petani Desa Mesjid memiliki lahan sawah di 
desa-desa tersebut kecuali Lheue dan Cot Jaja.  
   
4.1.2 Kondisi Pemerintahan Desa Mesjid 
Berdasarkan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 
tentang Desa, dalam struktur organisasi pemerintah desa. Kepala 
desa adalah pemimpin pemerintah desa tertinggi  yang dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa. Dalam 
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melaksanakan tugas-tugas untuk kemajuan suatu desa maka adanya 
organisasi yang mengatur segala sesuatu mengenai program-
program desa. Di mana pihak yang terlibat biasanya disebut 
sebagai perangkat-perangkat desa yang mempunyai kewajiban 
masing-masing. Adapun struktur organisasi Desa Mesjid dapat 
digambarkan sebagaimana di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 
 Struktur Organisasi Desa Mesjid 
 
Pada dasarnya struktur organisasi di desa ini sudah baik 
namun pelaksanaan dari masing-masing perangkat desa masih 
belum optimal. Padahal jika semua perangkat desa melaksanakan 
tugasnya masing-masing sesuai dengan prosedur yang seharusnya. 
Maka desa ini akan lebih baik dan lebih maju dalam berbagai 
TUHA 8 (Penasehat Gampong) 
 
Kepala Desa (Keuchik)  
Sekretaris Desa  
Teuku Imum  
TUHA 4 (MPD) 
KAUR 
 
Ulee Jurong (Kepala Dusun) 
87 
 
 
 
aspek. Dengan demikian, diperlukan kebijakan-kebijakan yang 
tegas untuk mengembangkan desa ini dengan perangkat desa 
sebagai penggerak kebijakan agar terlaksanakan program-program 
desa yang telah diatur sebagaimana mestinya. Hal ini jika 
implementasinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan maka akan 
menciptakan kondisi desa yang semakin baik. 
 
4.1.3 Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie    
 Desa Mesjid mempunyai potensi sumber daya alam yang 
didukung kondisi lahan yang subur dan iklim yang sesuai bagi 
pengembangan pertanian. Potensi-potensi tersebut mendukung 
program-program yang dikembangkan termasuk salah satunya 
sektor pertanian guna terpenuhinya kebutuhan pangan bagi 
masyarakat dan mendorong perekonomian desa. 
Faktor ekonomi merupakan faktor yang dominan bagi 
dinamika bagi suatu masyarakat sehingga kemajuan suatu 
masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha ekonomi yang 
dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, semakin 
maju suatu usaha yang dilakukan maka tingkat ekonomi juga akan 
meningkat.  
Adapun usaha-usaha ekonomi yang dilakukan oleh 
penduduk Desa Mesjid di antaranya melalui mata pencaharian atau 
pekerjaan yang mereka miliki. Penduduk di Desa Mesjid tergolong 
penduduk ekonomi menengah ke bawah, dengan secara umum 
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penduduk di desa ini memiliki mata pencaharian sebagai petani, 
nelayan, buruh, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain-lain. Di 
antara jenis pekerjaan tersebut, penduduk paling banyak bekerja 
adalah sebagai petani dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya. 
Hal ini dikarenakan banyak tanah berupa sawah yang dimiliki oleh 
setiap individu yang tidak hanya di desa mereka sendiri namun juga 
terdapat di desa-desa lainnya di Kemukiman Tungoe. Tanah yang 
mereka miliki lebih banyak ditanami dengan berbagai macam jenis 
tanaman yang dijadikan sebagai sumber penghasilan bagi mereka. 
Adapun berbagai jenis hasil pertanian di desa ini terdiri dari 
pangan, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayuran. Adapun jenis 
hasil pertanian dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini. 
Tabel 4.4 
Jenis Tanaman Hasil Pertanian Desa Mesjid 
No Jenis Tanaman Hasil Produksi  
1 Pangan Padi 
2 Kacang-Kacangan Kacang Tanah dan Kacang Hijau 
3 Buah-Buahan Semangka dan Mentimun 
4 Sayuran Bawang Merah, Cabai Besar, 
Bayam, Kangkung dan Tomat 
Sumber: Data Diolah, 2019  
Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa ada 
berbagai macam hasil pertanian di desa ini. Hal ini dapat 
memberikan gambaran bahwa lahan sawah yang subur dan sangat 
bagus untuk bercocok tanam karena dapat menghasilkan tanaman 
yang bagus. Sehingga jika pengelohan lahan sawah semakin 
ditingkatkan oleh petani maka akan meningkatkan hasil panen dan 
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juga akan berdampak terhadap pendapatan yang akan mereka 
peroleh semakin bertambah.  
Kondisi ekonomi penduduk Desa Mesjid mengalami 
kemajuan dari tahun ke tahun. Di mana penduduk desa ini untuk 
memenuhi kebutuhan primer sudah tercukupi, tidak ada seorang 
pun yang menjadi pengemis untuk memenuhi makan dan minum 
sehari-hari. Selain penduduk yang bekerja sebagai petani, 
selebihnya bekerja pada usaha-usaha lainnya juga semakin hari 
mengalami peningkatan dalam memperoleh pendapatan sehingga 
ekonomi penduduk semakin baik. Hal ini akan memberi pengaruh 
terhadap ekonomi desa tersebut yang diakibatkan peningkatan 
pendapatan penduduk yang semakin baik karena kurangnya 
kesenjangan sosial, di antaranya tingkat kemiskinan yang menurun, 
meningkatkan tingkat pendidikan lebih tinggi dan lain sebagainya.  
Sedangkan kondisi sosial penduduk desa ini bersifat 
agamais. Di mana seluruh penduduk menganut agama Islam 
sepenuhnya. Hal ini dapat diketahu dari banyak kegiatan 
keagamaan yang mewarnai desa tersebut seperti: Yasinan, Tahlilan, 
pengajian bersama malam Jumat dan lain sebagainya. Dalam 
menjalankan rutinitas keagamaan tentunya tidak lepas ditinjau 
dengan sarana dan prasarana peribadatan seperti masjid dan 
meunasah.  
Dalam pelaksanaan suatu kegiatan di desa ini sangat 
mengutamakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan syariat 
Islam. Meskipun hal tersebut berupa kegiatan sosial budaya yang 
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sudah menjadi adat atau kebiasaan namun kegiatan tidak boleh 
mengesampingkan segala sesuatu yang bertentangan dengan aturan 
dalam agama Islam. Di samping itu, antar penduduk desa ini masih 
kuatnya tenggang rasa satu sama lain terlebih dengan tetangga-
tetangga dekat serta mengutamakan asas persaudaraan di atas 
kepentingan pribadi yang menjadi bukti nyata terjaganya nilai-nilai 
sosial asli masyarakat desa. Hal ini sangat berbeda dengan sikap 
masyarakat kota yang tidak terlalu saling peduli antar sesama 
karena kehidupan mereka lebih bersifat individual.  
 
4.2 Praktik zakat pertanian pada Petani Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
Petani merupakan pekerjaan mayoritas masyarakat di Desa 
Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. Mereka 
memperoleh penghasilan dari hasil panen tersebut yang diharapkan 
dapat menunjang perekonomiannya. Adapun hasil produksi hasil 
pertanian di Desa Mesjid terdiri dari tanaman pangan, kacang-
kacangan, tanaman buah-buahan dan tanaman sayuran. 
Pada umumnya petani mengalami panen 2 kali dalam 
setahun. Banyaknya hasil panen yang diperoleh tergantung pada 
cuaca, keuletan petani dan luas tanah yang dimiliki. Kemudian 
hasil panen tanaman tersebut ada sebagian yang dijual dan sebagian 
lagi disimpan.  
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Dalam praktiknya mengeluarkan zakat, petani di desa ini 
mayoritas hanya mengeluarkan zakat tanaman padi dan sangat 
jarang yang mengeluarkan zakat tanaman lainnya meskipun hanya 
ada beberapa orang yang melaksanakannya. Adapun zakat 
pertanian padi yang dikeluarkan untuk zakat apabila petani telah 
memperoleh minimal 7 gunca padi atau sama dengan 1.050 kg 
padi. Di samping itu, mengenai waktu pengeluran zakat mereka 
sering mengeluarkan dalam setahun hanya sekali meskipun 
mengalami panen 2 kali dalam setahun. Sedangkan mengenai 
ketentuan kadar/presentase mereka mengetahui ketentuan yang 
semestinya, namun dalam praktiknya mereka menggunakan kadar 
10% tanpa memperhatikan sistem pengairan yang digunakan untuk 
penyiraman tanaman. Hal ini dipengaruhi oleh kebiasaan dan telah 
lumrah terjadi pada petani di desa ini dalam pelaksanaan 
pembayaran zakat padi.  
Adapun mengenai takaran-takaran yang digunakan dalam 
praktik pembayaran zakat padi oleh petani di desa ini dapat 
dijelaskan dengan ringkas pada tabel di bawah ini.  
Tabel 4.5 
Takaran-takaran Petani Desa Mesjid 
1 hektar 4 naleh  
1 gunca  10 naleh  
1 naleh  16 are  
1 gunca 150 kg 
1 kg  Rp 5.000 
7 gunca  nisab zakat padi 
Setiap 10 gunca padi dikeluarkan zakat 1 gunca padi  
Sumber: Data Diolah, 2019 
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Pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa petani desa ini 
menggunakan takaran-takaran tersebut dalam hasil pertanian 
berupa tanaman padi yang merupakan jenis komoditas yang 
dikeluarkan zakatnya oleh mereka. Hal tersebut juga akan 
memudahkan dalam perhitungan untuk mengeluarkan zakat padi.  
Berdasarkan pemasalahan yang terkait dengan penelitian 
ini, maka peneliti mewawancarai beberapa petani sebagai subjek 
utama dalam penelitian mengenai praktik zakat hasil pertanian 
yang selama ini dilaksanakan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie sebagai berikut:  
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ibu Syarifah 
Nuraini sebagai salah satu informan dalam penelitian ini, beliau 
mengatakan:  
“Menurut pemahaman saya bahwa zakat pertanian adalah 
zakat segala jenis tanaman yang harus dikeluarkan jika 
telah mencapai batas. Namun saya mengeluarkan zakat 
hasil pertanian tanaman padi yang rutin, sedangkan 
tanaman lainnya seperti cabai, bawang dan lain 
sebagainya hanya sekali-kali penyalurannya dalam bentuk 
tanaman maupun uang kepada fakir miskin setempat. 
Sekarang ini saya mengelola sawah yang luas lahannya 
sekitar ½ hektar yang merupakan milik saya sendiri dengan 
pengairannya sawah saya lakukan sendiri yang diairi dari 
lueng (saluran air) sampai hasil pertanian itu panen. 
Dalam penanaman tanaman padi ini, saya mengeluarkan 
modal kurang lebih Rp2.500.000 untuk bibit dan pupuk 
yang saya gunakan. Dalam setahun saya mengalami panen 
dua kali namun hanya pada panen yang pertama saya 
keluarkan zakatnya sedangkan panen yang kedua saya 
biasanya menanam selain tanaman padi dengan modal 
yang dibutuhkan Rp1.000.000 dengan hasil tanaman seperti 
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bawang merah, tomat dan cabai besar, hasil panen kedua 
dari tanaman tersebut saya berikan sebagai sedekah. 
Adapun zakat padi harus dikeluarkan jika telah mencapai 
minimal 7 gunca padi. Sedangkan hasil panen yang saya 
peroleh biasanya 20 gunca padi dalam sekali panen. 
Sehingga zakat yang saya keluarkan sejumlah 2 gunca padi. 
Biasanya saya memberikan zakat padi itu secara langsung 
kepada penduduk-penduduk fakir miskin setempat 
dikarenakan lebih hal ini baik agar lebih dekat dengan 
saudara-saudara di daerah sendiri” (Wawancara dengan 
Syarifah Nuraini, 11 Februari 2019). 
Dari pernyataan Ibu Syarifah Nuraini di atas maka dapat 
disimpulkan perhitungan untuk mengetahui zakat yang dikeluarkan 
oleh beliau sebagai berikut:  
½ hektar tanah = 4 naleh  
4 naleh x 16 are = 64 are 
20 gunca x 10 naleh = 200 naleh 
20 gunca x 150 kg = 3.000 kg  
3.000 kg x Rp5.000 = Rp15.000.000  
Kadar ketentuan zakat yang digunakan 10% karena 
melakukan pengairan dengan usaha sendiri. Zakat tanaman padi 
yang dikeluarkan sebesar 2 gunca atau sama dengan 300 kg padi 
tanpa mengurangi modal yang dikeluarkan untuk bibit dan pupuk.  
Kemudian informasi lainnya yaitu Bapak Muhammad, 
beliau mengemukakan mengenai zakat pertanian sebagai berikut: 
“Menurut yang saya ketahui zakat pertanian itu adalah 
zakat tanaman yang dikeluarkan setiap pasca panen. Saya 
mengelola tanah milik orang lain dengan luas + 2 hektar 
dengan pengairan yang saya lakukan sendiri dengan 
sumber air berasal dari lueng (saluran air). Adapun sistem 
pengelolaan lahan saya menggunakan sistem sewa tanoh di 
mana saya mengeluarkan modal kurang lebih Rp8.000.000 
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pada panen pertama dan Rp3.500.000 pada panen kedua 
untuk membeli bibit padi dan pupuk. Biasanya memang 
saya mengalami panen padi 2 kali dalam setahun namun 
hanya panen pertama yang saya keluarkan zakatnya dan 
panen yang kedua tidak saya keluarkan zakatnya 
dikarenakan hasil panennya tidak menentu dan kebiasaan 
hanya sedikit. Nisab zakat padi yang saya ketahui jika telah 
sampai 7 gunca padi atau dengan kata lain yang satu 
bahwa setiap 10 gunca maka dikeluarkan 1 gunca. Hasil 
panen saya peroleh kurang lebih 80 gunca pada panen 
pertama, sedangkan pada panen kedua biasanya hanya 
sekitar 7 gunca. Zakat padi saya keluarkan sebesar 8 gunca 
yang saya serahkan sebagian ke meunasah dan sebagian 
lagi saya berikan langsung kepada saudara-saudara dekat 
yang miskin. Kemudian hasil panen tersebut dibagi dengan 
pemilik lahan” (Wawancara dengan Muhammad, 11 
Februari 2019).  
Dari pernyataan Bapak Muhammad di atas maka dapat 
disimpulkan perhitungan untuk mengetahui zakat yang dikeluarkan 
oleh beliau sebagai berikut: 
2 hektar tanah = 8 naleh 
8 naleh x 16 are =128 are 
80 gunca x 10 naleh = 800 naleh 
80 gunca x 150 kg = 12.000 kg  
12.000 kg x Rp5.000 = Rp60.000.000  
Kadar ketentuan zakat yang digunakan 10% karena 
melakukan pengairan dengan usaha sendiri. Zakat tanaman padi 
yang dikeluarkan oleh beliau adalah 8 gunca atau sama dengan 
1.200 kg padi kemudian dibagi hasil panen padi tersebut dibagi 
dengan pemilik lahan sawah.  
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Selanjutnya, informasi yang didapatkan dari informan 
lainnya yang juga sebagai petani yaitu Ibu Zainabun Usman, beliau 
memaparkan mengenai zakat pertanian sebagai berikut: 
“Menurut saya setiap tanaman apapun yang merupakan 
hasil bumi maka apabila telah mencapai batasan tertentu 
wajib dikeluarkan zakatnya. Namun berdasarkan kebiasaan 
atau adat-istiadat pada masyarakat di sini, zakat yang 
secara rutin saya keluarkan adalah zakat hasil tanaman 
padi saja. Adapun lahan yang saya kelola sekarang ini 
adalah milik orang lain dengan luas lahan 1,5 hektar 
dengan pengairan lahan terkadang saya lakukan sendiri 
dengan sumber air yang berasal dari lueng (saluran air) 
dan terkadang menggunakan tenaga orang lain. Sistem 
pengolahan sawah saya dinamakan mawah. Dalam hal ini 
saya mengeluarkan modal sekitar Rp3.000.000 dan pemilik 
lahan Rp3.000.000 pada penanaman pertama dan pada 
penanaman kedua Rp1.000.000 dari masing-masing pihak 
yang digunakan untuk membeli bibit, pupuk dan biaya 
tenaga  penyiram lahan. Setahu saya nisab zakat padi itu 
jika telah sampai 7 gunca hasil panennya. Hasil panen 
yang saya peroleh dalam setahun dua kali di mana pada 
tahun pertama hasil panen lebih banyak sekitar 60 gunca 
padi dan pada panen kedua hasil panennya hanya 5 gunca 
padi. Kemudian hasil tersebut dibagi, saya memperoleh 30 
gunca pada panen pertama dan 2 gunca pada panen kedua. 
Hasil panen pertama saya keluarkan zakat sebesar 3 gunca 
yang saya serahkan ke meunasah desa ini untuk dikelola 
dan kemudian diberikan kepada penduduk fakir miskin” 
(Wawancara dengan Zainabun Usman, 11 Februari 2019). 
Dari pernyataan Ibu Zainabun Usman di atas maka dapat 
disimpulkan perhitungan untuk mengetahui zakat yang dikeluarkan 
oleh beliau setelah dibagi dengan pemilik lahan sebagai berikut: 
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1,5 hektar tanah =  6 naleh 
6 naleh x 16 are = 96 are 
60 gunca x 10 naleh = 600 naleh   
60 gunca: 2/orang (pemilik lahan dan penggarap)  
= 30 gunca 
30 gunca x 150 kg = 4.500 kg  
4.500 kg x Rp5.000 = Rp22.500.000  
Kadar ketentuan zakat yang digunakan 10% meskipun 
terkadang melakukan pengairan dengan usaha sendiri dan 
terkadang menggunakan tenaga orang lain. Zakat tanaman padi 
yang dikeluarkan oleh beliau adalah 3 gunca atau sama dengan 450 
kg padi tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan.  
Informan selanjutnya yang mengungkapkan mengenai zakat 
pertanian yang terkait dengan penelitian ini yaitu Ibu Maya 
Risnawati, beliau mengatakan:  
“Menurut saya semua hasil jenis tanaman wajib 
dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisabnya masing-
masing. Lahan sawah yang saya kelola merupakan milik 
orang lain dengan luas tanah 1 hektar. Dalam setahun saya 
memperoleh hasil panen dua kali. Pada panen pertama 
berupa tanaman padi dan panen kedua berupa tanaman 
bawang merah.  Dalam pengolahan tanah sawah saya 
menggunakan sistem sewa tanoh. Di mana modal yang saya 
keluarkan pada penanaman pertama sejumlah Rp4.000.000 
dan pada penanaman kedua sejumlah Rp1.500.000 untuk 
pembelian bibit dan pupuk. Dengan sistem pengairan lahan 
saya lakukan sendiri dengan sumber air yang berasal dari 
lueng (saluran air). Namun zakat pertanian yang hanya 
saya keluarkan pada hasil panen pertama yang berupa 
tanaman padi. Adapun nisab padi yang saya ketahui adalah 
7 gunca, sedangkan hasil panen tanaman padi biasanya 
saya dapatkan sekitar 40 gunca. Jadi, zakat padi saya 
keluarkan sebesar 4 gunca yang saya serahkan kepada 
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saudara-saudara terdekat yang fakir dan miskin, kemudian 
hasil yang tersisa di bagi dengan pemilik lahan” 
(Wawancara dengan Maya Risnawati, 12 Februari 2019) 
Dari pernyataan Ibu Maya Risnawati di atas maka dapat 
disimpulkan perhitungan untuk mengetahui zakat yang dikeluarkan 
oleh beliau sebagai berikut: 
1 hektar tanah = 4 naleh 
4 naleh x 16 are = 64 are 
40 gunca x 10 naleh = 400 naleh 
40 gunca  x 150 kg = 6.000 kg  
6.000 kg x Rp5.000 = Rp30.000.000  
Kadar ketentuan zakat yang digunakan 10% karena 
melakukan pengairan dengan usaha sendiri. Zakat tanaman padi 
yang dikeluarkan oleh beliau adalah 4 gunca atau sama dengan 600 
kg padi tanpa memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan.  
Kemudian informan terkahir yaitu Ibu Nur Lina, beliau 
menjelaskan mengenai zakat pertanian sebagai berikut: 
“Menurut saya yang dikatakan dengan zakat pertanian 
adalah zakat yang harus dikeluarkan dari segala jenis 
tanaman yang ditanami jika batasan zakatnya telah sampai. 
Tanah sawah yang saya kelola merupakan milik saya 
pribadi dengan luas 1 hektar. Dalam pengolahan saya 
melakukan penanaman padi 2 kali dalam setahun, dengan 
menggunakan tenaga orang lain untuk merawat dan 
menyiram atau dengan kata lain namanya upah tanoh. 
Adapun modal yang saya keluarkan pada penanaman 
pertama sekitar Rp5.000.000 dan penanaman kedua sekitar 
Rp2.000.000 untuk pembiayaan bibit, pupuk dan upah. 
Akan tetapi, zakat padi yang saya keluarkan pada hasil 
panen pertama karena hasilnya lebih banyak pertama 
dibandingkan dengan panen kedua. Hasil panen pertama 
mencapai 40 gunca padi sedangkan pada panen kedua 
hanya 3 gunca padi. Nisab padi yang saya ketahui jika 
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mencapai 7 gunca padi. kemudian saya mengeluarkan zakat 
padi 4 gunca yang saya serahkan sebagian ke meunasah 
dan sebagian lagi kepada saudara-saudara yang miskin” 
(Wawancara dengan Nur Lina, 12 Februari 2019). 
Dari pernyataan Ibu Nur Lina di atas maka dapat 
disimpulkan perhitungan untuk mengetahui zakat yang dikeluarkan 
oleh beliau sebagai berikut: 
1 hektar tanah = 4 naleh  
4 naleh x 16 are = 64 are 
40 gunca x 10 naleh = 400 
40 gunca x 150 kg = 6.000 kg  
6.000 kg x Rp5.000 = Rp30.000.000  
Kadar ketentuan zakat yang digunakan 10% meskipun 
menggunakan tenaga orang lain dalam merawat dan menyirami 
tanaman. Zakat tanaman padi yang dikeluarkan sebesar 4 gunca 
atau sama dengan 600 kg padi tanpa mengurangi modal yang 
dikeluarkan untuk bibit dan pupuk.  
Berdasarkan uraian di atas yang diperoleh dari lima petani 
di Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie, maka 
dapat disimpulkan praktik zakat pertanian sebagaimana dalam tabel 
di bawah ini. 
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Tabel 4.6 
Hasil Wawancara Petani Desa Mesjid 
 
Informan 
Hasil Panen Padi Ketentuan 
Zakat 
Petani 
Zakat yang 
dikeluarkan Panen 
1 
Panen 
2 
Syarifah 
Nuraini 
20 
gunca 
- 10% 2 gunca = 300 kg 
Muhammad 80 
gunca 
7 gunca 10% 8 gunca = 1.200 kg 
Zainabun 
Usman 
30 
gunca 
2,5 
gunca 
10%  3 gunca = 450 kg 
Maya 
Risnawati 
40 
gunca 
- 10% 4 gunca = 600 kg 
Nur Lina  40 
gunca 
3 gunca 10% 4 gunca = 600 kg 
Sumber: Data Diolah, 2019 
4.2.1 Macam-Macam Bentuk Kerjasama dalam Praktik 
Pertanian pada Petani Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
1. Mawah  
Mawah adalah suatu bentuk kerja sama pengolahan 
lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di 
mana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada 
penggarapa untuk dikelola dengan modal yang dikeluarkan 
dari masing-masing pihak dari keduanya. Adapun nisbah 
keuntungan dibagi sama rata antara keduanya. Dalam 
pembayaran zakat hasil pertanian dikeluarkan oleh kedua 
belah pihak.  
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2. Sewa tanoh  
Sewa tanoh adalah suatu bentuk kerja sama 
pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan 
penggarap, di mana pemilik lahan menyerahkan lahan 
pertanian kepada penggarap untuk dikelola dengan modal 
yang berasal dari penggarap tanah. Adapun diakhir 
kerjasama ini, penggarap membayar sewa atas tanah 
tersebut kepada pemilik lahan dan zakat hasil pertanian 
dikeluarkan oleh penggarap lahan sawah. 
3. Upah Tanoh 
Upah tanoh adalah suatu bentuk kerja sama 
pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan 
penggarap/pengupah, di mana pemilik lahan mengeluarkan 
modal sendiri namun penggarap/pengupah bertugas untuk 
mengelola atau menyirami lahan tersebut. Adapun diakhir 
kerjasama maka pemilik lahan akan memberikan upah 
kepada penggarap atas jasa yang telah digunakan. Pada 
pelaksanaan zakat hasil pertanian dikeluarkan oleh pemilik 
lahan sawah.  
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4.2.2 Tipologi (Tipe-Tipe) Petani Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie dalam Mengeluarkan 
Zakat Pertanian  
1. Langsung kepada individu  
Tipe pertama, penyaluran zakat pertanian di Desa 
Mesjid dilakukan secara pribadi. Di mana petani 
menyerahkan secara langsung zakat pertanian kepada 
mustahiq zakat tanpa melalui organisasi pengelola zakat 
seperti lembaga Baitul Mal. Muzakki memberikan zakatnya 
kepada fakir miskin yang masih memiliki hubungan 
kekeluargaan, yang dekat tempat tinggalnya, anak yatim 
dan buruh tani yang ikut membantu pada saat panen.  
2. Meunasah 
  Tipe kedua, penyaluran zakat pertanian yang 
dilakukan oleh sebagian petani yang mengeluarkan zakat 
dengan memberikan ke meunasah. Di mana pada saat 
panen, Tengku Imum sebagai salah satu perangkat desa 
akan memberikan instruksi kepada petani untuk 
menyerahkan zakat hasil pertanian ke meunasah yang 
kemudian dikelola oleh perangkat desa seperti keuchik  
(kepala desa), tengku imum dan lain sebagainya. Namun, 
hal ini diutamakan pada saat panen tanaman padi karena 
mayoritas masyarakat di sini beranggapan bahwa zakat hasil 
pertanian adalah tanaman yang dijadikan makanan di daerah 
tersebut. Sebagaimana penuturan sebelumnya di atas bahwa 
102 
 
 
 
petani padi mengalami panen 2 kali dalam setahun. Namun, 
sebagian dari mereka hanya sekali mengeluarkan zakat hasil 
pertaniannya.  
3. Sebagian kepada individu dan sebagian ke meunasah 
Tipe ketiga, penyaluran zakat pertanian yang 
dilaksanakan oleh petani di mana sebagian dari hasil 
pertanian diserahkan kepada individu dan sebagian ke 
meunasah. Menurut mereka diberikan sebagian secara 
langsung kepada individu dengan upaya agar saudara-
saudara terdekat yang membutuhkan mendapatkan zakat 
hasil pertanian dan terjalin silaturahmi agar tetap terjaga. 
Sedangkan sebagian lainnya yang diserahkan kepada 
meunasah dengan harapan agar zakat pertanian dapat 
disalurkan kepada orang-orang sekitar yang membutuhkan 
di desa tersebut dan juga sebagai suatu kebiasaan 
kebanyakan petani melakukan hal tersebut.  
 
4.3 Pengamatan Lembaga Baitul Mal, Tokoh Agama dan 
Keuchik atau Kepala Desa Mengenai Pelaksanaan 
Zakat Pertanian pada Petani Desa Mesjid  
    Dalam pelaksanaan zakat pertanian ini, adapun informan 
lain yang juga ikut andil dan berperan dalam mengamati zakat 
pertanian selain petani adalah pihak lembaga Baitul Mal, tokoh 
agama dan keuchik atau kepala desa Mesjid. Adapun hasil 
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wawancara dari ketiga informan di atas dapat disimpulkan 
sebagaimana di bawah ini.   
Berdasarkan informasi yang didapatkan dari hasil 
wawancara oleh peneliti dengan pihak lembaga Baitul Mal 
Kabupaten Pidie yaitu Muhammad Zein sebagai kepala bagian 
pengumpulan, beliau mengatakan: 
“Pada lembaga ini tidak adanya data zakat pertanian 
dikarenakan masyarakat tidak mengeluarkan atau pun 
membayar zakat hasil pertanian pada lembaga Baitul Mal.  
Hal ini diakibatkan kebiasaan yang berlaku pada 
masyarakat Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten mengeluarkan zakat pertanian pada meunasah 
di desa mereka masing-masing. Oleh karena itu, pemasukan 
zakat yang diterima oleh lembaga ini hanya berasal dari 
pegawai negeri sipil di wilayah itu, pedagang, kontraktor, 
dan beberapa masyarakat saja. Berdasarkan peraturan 
Qanun Aceh 2018 bahwa segala jenis hasil pertanian 
diserahkan ke Baitul Mal Gampong. Secara umum 
pelaksanaan zakat pertanian sesuai dengan petunjuk 
syariah dan aturan pemerintah. Tanpa adanya standar 
khusus dari lembaga ini. Dalam meningkatkan kinerja 
lembaga Baitul Mal dalam bidang pengumpulan zakat, 
kami pernah melakukan sosialiasi mengenai zakat secara 
umum dengan tujuan untuk memberikan kesadaran pada 
masyarakat agar mengeluarkan zakat pada setiap jenis 
harta yang dihasilkan oleh seseorang apabila telah 
mencapai nisab. Dalam menanggapi mengenai perbedaan 
antara nisab padi 7 gunca atau sama dengan 1.050 kg di 
desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
dengan ketentuan dalam ekonomi Islam nisab zakat padi 
653 kg. Saya sebagai pihak Baitul Mal bahwa perbedaan 
tersebut tidak terlalu berpengaruh namun sebaiknya 
masyarakat mengikuti ketentuan dan peraturan yang ada 
dan dari pihak kami sendiri tidak bisa terlalu mengatur 
mengenai hal tersebut karena hingga saat ini belum adanya 
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zakat hasil pertanian yang dibayarkan ke lembaga ini. 
selain itu juga, nisab yang selama ini masyarakat desa 
tersebut laksanakan mengikuti informasi dar tokoh agama 
masyarakat itu dan adat-istiadat yang telah lama berlaku. 
Pada kenyataan sekarang ini pelaksanaan pengumpulan 
zakat pertanian di Kabupaten Pidie masih belum maksimal, 
dan masih sangat sedikit yang terkumpul dari masyarakat 
dibandingkan dengan potensi yang dimiliki di daerah itu. 
Adapun kriteria orang yang berhak menerima zakat 
(mustahiq) menurut kebijakan ini didasarkan pada 
ketentuan syariah yang berlaku dalam Al-Qur’an. Pada 
dasarnya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat, 
namun pihak lembaga Baitul Mal Pidie membatasi 
golongan yang berhak menerima zakat dikarenakan alasan-
alasan tertentu. Selama ini dalam pendistribusian zakat 
yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal Pidie diberikan 
kepada 5 golongan, yaitu: (1) fakir (2) miskin (3) ibnu sabil 
(4) muallaf dan (5) gharimin. Sedangkan 3 golongan 
lainnya yang tidak menerima zakat  seperti: (6) ‘amil zakat 
pada lembaga Baitul Mal Pidie tidak diberikan zakat 
dikarenakan telah ada ketetapan gaji untuk pihak yang  
mengurusi zakat dari lembaga itu, (7) riqab atau budak 
pada zaman sekarang tidak ada lagi, dan (8) sabilillah atau 
orang yang melakukan peperangan untuk menegakkan 
agama sudah sangat langka” (Wawancara dengan 
Muhammad Zein, 14 Februari 2019).  
 
Dengan demikian, maka pelaksanaan zakat pertanian 
seharusnya lebih dipertegas lagi aturan oleh lembaga Baitul Mal 
Pidie agar pengumpulan dan pendistribusian zakat pertanian dapat 
terlaksana lebih baik. Hal tersebut sangat berpengaruh dengan 
aturan pemerintah kepada Lembaga Baitul Mal Pidie karena 
lembaga tersebut berada di bawah pemerintah. Sebenarnya, 
lembaga Baitul Mal Pidie pernah mengedarkan surat dari 
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kabupaten kepada kecamatan untuk mensosialisasikan agar 
masyarakat mengeluarkan segala jenis zakat kepada lembaga 
tersebut. Namun, hal tersebut tidak terealisasi dalam hal 
pelaksanaan zakat pertanian. Oleh karena itu, lembaga ini 
seharusnya terus mengupayakan kebijakan-kebijakan yang lebih 
tegas agar masyarakat mau menyalurkan zakat hasil pertanian pada 
lembaga Baitul Mal Pidie.  
Kemudian informasi yang disampaikan oleh salah satu 
tokoh Agama di Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabuapten 
Pidie yang juga merupakan salah satu dosen Fakultas Tarbiyah 
UIN-Ar-Raniry Banda Aceh yang kini telah pensiun yaitu Drs. H. 
Abdullah  Puteh.  
“Menurut saya masyarakat Desa Mesjid merupakan 
masyarakat desa yang memiliki perbedaan cakrawala 
berpikir dengan masyarakat kota. Apabila masyarakat kota 
mudah menerima perubahan karena cara berpikir yang 
luas dan mayoritas mereka merupakan akademisi yang 
mengetahui dan memahami pengetahuan dan wawasan 
sehingga mudah menerima dan melaksanakannya. Namun 
apabila masyarakat desa sangat sulit untuk mengubah pola 
pikir mereka dikarenakan dipengaruhi adat-istiadat atau 
kebiasaan yang berlaku pada desa tersebut yang sudah 
digenggam erat oleh mereka. Adapun pelaksanaan zakat 
pertanian yang saya lihat di desa ini sudah terlaksana 
meskipun belum secara maksimal. Di mana masyarakat 
mengeluarkan zakat pertanian setelah mengalami panen. 
Namun masyarakat di desa ini kebiasaannya mengeluarkan 
zakat dari hasil panen hanya tanaman padi dikarenakan 
mereka menganggap bahwa zakat pertanian yang 
dikeluarkan adalah makanan pokok yang dikonsumsi 
sehari-hari. Oleh karena itu, selain tanaman padi mereka 
tidak mengeluarkan zakat atas tanaman-tanaman lainnya. 
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Nisab zakat padi yang menjadi acuan di desa ini adalah 7 
gunca dari dulu hingga sekarang, padahal nisab setiap 
daerah di Kecamatan Simpang mempunyai nisab yang 
berbeda-beda. Hal ini seharusnya perlu adanya ketetapan 
atau standar mengenai nisab zakat padi yang seragam dari 
pihak yang bersangkutan dengan perkara ini, seperti salah 
satunya lembaga Baitu Mal. Di samping itu juga, 
sebenarnya masyarakat di desa ini mengalami panen dua 
kali dalam setahun. Akan tetapi, petani hanya membayar 
zakat hasil pertanian sekali dikarenakan menurut mereka 
panen yang kedua kalinya biasanya hasil panen hanya 
sedikit. Dalam penyaluran zakat hasil pertanian dari petani 
diberikan ke meunasah desa ini dan adanya juga yang 
menyalurkan seacra pribadi. Adapun diberikan zakat 
kepada 8 golongan sebagaimana yang disebutkan dalam 
Al-Qur’an surah at-Taubat (9) ayat 60, namun hal ini juga 
harus kondisikan dengan keadaan sekarang ini, karena 
tidak semua dari 8 golongan itu masih ditemukan. Pada 
hakikatnya, kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan 
zakat hasil pertanian masih sangat tipis pemahaman 
terhadap pelaksananaan yang sebenarnya, padahal 
sebagian banyak dari mereka mengetahui bahwa segala 
hasil pertanian yang apabila telah mencapai nisab maka 
wajib dikeluarkan zakatnya apapun jenis tanaman tersebut.  
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di Kabupaten Pidie 
memiliki Baitul Mal dan seharusnya ada Baitul Mal 
Gampong sebagai wadah untuk dikumpulkan zakat hasil 
pertanian sebagaimana peraturan pemerintah Aceh. Namun 
di desa belum terbentuknya hal itu” (Wawancara dengan 
Abdullah Puteh, 13 Februari 2019). 
 
Berdasarkan pernyataan di atas sebenarnya sangat 
diperlukan pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan zakat 
pertanian yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam hal 
ini, beliau sebagai salah tokoh agama mempunyai tugas untuk 
memberitahu dan mengarahkan petani dalam pelaksananaan zakat 
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pertanian yang bisa disampaikan apabila diadakan pengajian 
pengajian di meunasah ataupun masjid. Hal ini bertujuan agar 
masyarakat melaksanakan pengeluaran zakat pertanian dengan 
benar yang sesuai dengan anjuran Islam. 
Selanjutnya, berdasarkan informasi dari keuchik atau kepala 
Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie yaitu 
Hasanuddin, beliau mengatakan: 
Menurut saya pelaksanaan zakat pertanian di desa ini 
masih sangat kurang pengumpulannya.  Dikarenakan masih 
minimnya kesadaran dalam mengeluarkan zakat hasil 
pertanian. Namun sebagian banyak petani membayar zakat 
hasil pertanian sesuai dengan ketentuan yang mereka 
pahami secara umum di desa. Hakikatnya dalam Islam  
telah diatur mengenai segala jenis zakat, oleh karena itu 
tidak perlu adanya aturan khusus lain dalam hal ini dari 
perangkat desa namun hanya sekedar peringatan yang 
diberikan. Zakat hasil pertanian dikeluarkan oleh petani 
sekali dalam setahun dan hasil pertanian yang biasanya 
dikeluarkan hanya jenis tanaman padi. Hal ini salah 
satunya dipengaruhi oleh kebiasaan dari orang-orang 
dahulu dan sangat sulit untuk diubah. Adapun nisab 
tanaman padi secara umum yang penduduk ketahui yaitu 7 
gunca, hal ini didasarkan dari informasi yang diperolah 
dari tokoh agama setempat dan adat-istiadat yang telah 
berlaku selama ini. Selain itu, modal masyarakat petani 
yang dikelurakan dari masa ke masa semakin bertambah 
besar. Fakta mengenai luas lahan sawah yang dimiliki oleh 
petani Desa Mesjid tidak hanya di desa mereka sendiri 
namun ada juga terpencar di desa-desa lain. Maka hasil 
pertanian yang diperoleh juga berpotensi besar bagi zakat 
pertanian jika petani mengeluarkan zakat sesuai dengan 
ketentuan yang semestinya. Adapun pihak-pihak yang 
didistribusikan zakat oleh perangkat Desa Mesjid adalah 
fakir, miskin, gharim dan ‘amil. Sedangkan Muallaf, Riqab, 
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fi sabilillah dan ibnu sabil sudah sangat jarang ada. 
Pengeluaran zakat hasil pertanian dilakukan pada saat 
waktu hasil panen telah tiba maka akan adanya arahan 
atau informasi kepada masyarakat khusunya para petani 
dari Tengku Imum untuk menyalurkan zakat hasil pertanian 
yang diperolehnya ke meunasah. Kami dari perangkat desa 
berupaya selalu menghimbau pada petani agar membayar 
zakat pertanian khusunya saat panen padi  namun tidak ada 
unsur pemaksaan” (Wawancara dengan Hasanuddin, 13 
Februari 2019).  
 
 Berdasarkan informasi dari kepala Desa Mesjid, maka 
seharusnya kepala desa beserta perangkat-perangkat desa lain ikut 
bekerja sama untuk menghimbau kepada petani agar membayar 
zakat hasil pertanian yang diperoleh dengan membentuk kesadaran 
petani agar mengeluarkan zakat pertaniaan sesuai dengan anjuran 
agama Islam. 
 Dari berbagai pendapat informan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa sangat diperlukan kebijakan-kebijakan yang 
tegas untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam 
pelaksanaan zakat hasil pertanian yang sesuai dengan syariat. 
Dengan demikian, ketiga pengamat tersebut dapat bekerjasama 
dalam hal ini sehingga pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan 
oleh petani Desa Mesjid akan searah dengan tinjauan dalam teori 
ekonomi Islam.  
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4.4 Analisis Praktik Zakat Pertanian pada Petani Desa 
Mesjid Kecamatan Simpang Tiga  Kabupaten Pidie 
           Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
adalah salah satu desa yang memiliki lahan yang subur dan iklim 
yang bagus untuk bercocok tanam. Mayoritas masyarakat di desa 
ini banyak bekerja sebagai petani dan tentunya banyak ladang yang 
ditanami dengan berbagai macam tanaman. Sehingga petani akan 
mendapatkan penghasilan dari hasil tanaman tersebut. Kemudian 
dari hasil tersebut apabila telah mencapai nisab maka harus 
dikeluarkan zakatnya.  
Secara umum Petani Desa Mesjid mengetahui adanya 
kewajiban dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Berdasarkan 
dari hasil wawancara dengan informan bahwa pengetahuan 
mengenai zakat pertanian didapatkan dari mengikuti pengajian-
pengajian yang diselenggarakan secara rutin setiap malam jumat. 
Meskipun ada juga yang mengeluarkan zakat hasil pertanian 
dengan mengikuti kebiasaan yang telah mendarah daging dalam 
diri masyarakat. Di sisi lain, mengeluarkan zakat dari hasil panen 
sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh petani di desa ini 
meskipun berawal dari ikut-ikutan atau merasa akan dikucilkan 
oleh orang lain tetapi mereka mengaplikasikan ilmu yang 
didapatkan walaupun belum maksimal.   
Pada kenyataannya, petani di desa ini mengetahui bahwa 
segala jenis tanaman apabila mencapai nisab harus dikeluarkan 
zakatnya. Namun karena adat-istiadat atau kebiasaan yang selama 
110 
 
 
 
ini berlaku bahwa zakat hasil pertanian hanya sebatas tanaman padi 
dikarenakan padi merupakan makanan pokok yang dikonsumsi 
dalam kehidupan sehari-hari.  
Dalam pelaksanaan zakat pertanian yang dilakukan oleh petani 
Desa Mesjid mengikuti kadar ketentuan 10%. Di mana dalam 
pengeluaran zakat, petani tetap mengeluarkan 10% dari hasil 
pertaniannya meskipun sistem pengairannya non irigas. Di samping 
itu juga, mereka tidak memperhatikan biaya-biaya yang 
dikeluarkaan selama bercocok tanam. Menurut mereka nisab padi 
apabila telah mencapai 7 gunca atau 1.050 kg padi. Hal ini 
didasarkan pada ketentuan yang telah lama berlaku di desa ini.  
Namun, dalam ketentuan Islam telah ditetapkan mengenai besaran 
nisab dari zakat pertanian adalah 5 wasaq. Adapun perhitungannya 
akan dijabarkan sebagai berikut: 
1 wasaq = 60 sha’ 
1 sha’ = 2.176 kg 
5 wasaq x 60 sha’ =300 sha’ 
300 sha’x 2.176 kg = 652,8 atau sama dengan 653 kg 
Kemudian dinominalkan dengan uang sesuai dengan harga di desa 
ini yaitu Rp5000 maka 653 kg x Rp5.000 = Rp3.265.000 
 
Pada kasus-kasus informan di atas terdapat banyak 
perbedaan dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian. Di mana 
pelaksanaan yang mereka lakukan lebih mengikuti kebiasaan dan 
pemahaman yang mereka ketahui sendiri.  Dari hasil wawancara 
dengan Ibu Syarifah Nuraini, beliau mengeluarkan zakat 
pertanian pada tanaman padi saja di saat panen pertama dengan 
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hasil yang diperoleh sejumlah 20 gunca atau sama dengan 3.000 kg 
padi. Adapun zakat yang dikeluarkan oleh beliau sejumlah 2 gunca 
atau sama dengan 300 kg padi dikarenakan mengikuti kadar 
ketentuan 10% dengan alasan diairi sendiri yang sumber air berasal 
dari lueng (saluran air). Namun nisab yang digunakan oleh beliau 
tidak sesuai dengan teori dalam ekonomi Islam yaitu 5 wasaq atau 
sama dengan 653 kg. Akan tetapi mengenai kadar ketentuan yang 
digunakan dalam mengeluarkan zakat telah sesuai. Di samping itu 
juga, zakat tanaman lainnya yang diperoleh pada panen kedua 
harus juga dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisabnya bukan 
hanya sekedar disalurkan sebagai sedekah.  
Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Muhammad, 
beliau mengeluarkan zakat pertanian pada hasil panen pertama 
dengan hasil yang diperoleh sejumlah 80 gunca atau sama dengan 
12.000 kg padi. Adapun zakat yang dikeluarkan oleh beliau 
sejumlah 8 gunca atau sama dengan1.200 kg padi dikarenakan 
mengikuti kadar ketentuan 10% dengan alasan diairi sendiri dengan 
sumber air berasal dari lueng (saluran air). Namun nisab yang 
digunakan oleh beliau tidak sesuai dengan teori dalam ekonomi 
Islam yaitu 5 wasaq atau sama dengan 653 kg. Di samping itu juga, 
hasil sisa dari pembayaran zakat tersebut dibagi dengan pemilik 
lahan sesuai kesepakatan di antara kedua, hal ini sesuai dengan 
teori dalam ekonomi Islam pada implementasi akad mukhabarah 
atau sewa tanoh dalam praktik di masyarakat. Namun pada kasus 
panen kedua beliau juga mempunyai kewajiban membayar zakat 
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padi karena hasil yang diperoleh sejumlah 7 gunca atau sama 
dengan 1.050 kg padi, di mana hal ini sudah melebihi batasan nisab 
zakat pertanian yaitu 653 kg padi.  
Pada kasus lainnya yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan Ibu Zainabun Usman, beliau mengeluarkan zakat 
pertanian pada hasil panen pertama dengan hasil yang diperoleh 
sejumlah 60 gunca atau sama dengan 9.000 kg padi. Namun 
terlebih dahulu dibagi hasil panen dengan pemilik lahan menjadi 
setengah bagian masing-masing, di mana beliau memperoleh 30 
gunca atau sama dengan 4.500 kg padi. Adapun zakat yang 
dikeluarkan oleh beliau sejumlah 3 gunca atau sama dengan 450 kg 
padi. Namun nisab yang digunakan oleh beliau tidak sesuai dengan 
teori dalam ekonomi Islam yaitu 5 wasaq atau sama dengan 653 kg. 
Ditambah juga, sebenarnya kadar ketentuan zakat pertanian 
berdasarkan kasus beliau adalah 15% namun beliau 
mengeluarkannya berdasarkan kadar ketentuan 10%. Kemudian 
pada panen kedua, beliau memperoleh hasil 5 gunca atau sama 
dengan 750 kg padi. Dalam praktik yang dilakukan oleh beliau, 
bentuk kerjasama ini dinamakan mawah. Hal ini jika berdasarkan 
nisab di desa ini tidak wajib dikeluarkan zakat karena belum 
mencapai 7 gunca 1.050 kg padi, namun berdasarkan pada nisab 
dalam teori ekonomi Islam yaitu 5 wasaq atau sama dengan 653 kg. 
Maka pada panen kedua dalam kasus juga seharusnya juga 
dikeluarkan zakat tanaman padi.  
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Namun berbeda halnya pada kasus yang diperoleh dari hasil 
wawancara dengan Ibu Maya Risnawati, beliau mengeluarkan 
zakat pertanian pada hasil panen pertama dengan hasil yang 
diperoleh sejumlah 40 gunca atau sama dengan 6.000 kg padi. 
Adapun zakat yang dikeluarkan oleh beliau sejumlah 4 gunca atau 
sama dengan 600 kg padi dikarenakan mengikuti kadar ketentuan 
10% dengan alasan diairi sendiri dengan sumber air berasal dari 
lueng (saluran air). Namun nisab yang digunakan oleh beliau tidak 
sesuai dengan teori dalam ekonomi Islam yaitu 5 wasaq atau sama 
dengan 653 kg. Disamping itu juga, hasil sisa dari pembayaran 
zakat tersebut dibagi dengan pemilik lahan sesuai kesepakatan di 
antara kedua, hal ini sesuai dengan teori dalam ekonomi Islam pada 
implementasi akad mukhabarah. Namun pada kasus panen kedua 
beliau juga mempunyaI kewajiban membayar zakat tanaman 
bawang merah jika telah mencapai nisab, terkadang hasil panen 
bawang merah lebih besar keuntungan yang diperoleh jika 
dibandingkan dengan tanaman padi.  
Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Nur Lina, beliau 
mengeluarkan zakat pertanian pada hasil panen pertama dengan 
hasil yang diperoleh sejumlah 40 gunca atau sama dengan 6.000 kg 
padi. Adapun zakat yang dikeluarkan oleh beliau sejumlah 4 gunca 
atau sama dengan 600 kg padi dikarenakan mengikuti kadar 
ketentuan 10% padahal beliau menggunakan tenaga orang lain 
dalam merawat dan menyirami tanamannya, dalam kasus ini 
dinamakan upah tanoh atau musaqah. Namun seharusnya kadar 
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ketentuan yang cocok pada kasus ini adalah 5%. Namun pada kasus 
panen kedua beliau memperoleh hasil panen sejumlah 3 gunca atau 
sama dengan 450 kg padi. Berdasarkan nisab sesuai ketentuan 
dalam teori ekonomi Islam 450 kg padi tidak wajib dikeluarkan 
zakatnya karena nisab minimal zakat pertanian adalah 653 kg padi.  
Dengan demikian, berdasarkan pelaksanaan dalam 
mengeluarkan zakat pertanian yang dilakukan dari kelima petani 
sebagai informan yang bisa mewakili informan lainnya. Maka 
dapat diketahui bahwa petani di desa ini keseluruhannya 
mengeluarkan zakat pertanian meskipun hanya pada tanaman padi 
saja dikarenakan mereka menganggap bahwa padi harus 
dikeluarkan zakatnya karena merupakan makanan pokok yang 
dikonsumsi sehari-sehari. Namun dalam teori ekonomi Islam 
bahwa hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat itu semua hasil 
tanaman sebagaimana pendapat Abu Hanifah bahwa zakat itu 
semua hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk 
mengeksplotasi dan memperoleh penghasilan dari penanamannya, 
wajib zakatnya sebesar 10% atau 5%. Oleh karena itu, 
dikecualikannya kayu api, ganja dan bambu dikarenakan tidak 
biasa ditanam orang, bahkan dibersihkan dari semuanya itu. Tetapi 
bila seseorang sengaja menanami tanahnya dengan bambu, kayu 
atau ganja, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya 10%.  
  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendapat dari 
Abu Hanifah yang mewajibkan zakat pertanian atas segala jenis 
tanaman yang tumbuh di bumi dan sengaja ditanam oleh manusia 
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dari berbagai macam hasil pertanian, dengan memperhatikan 
pengeluaraan zakat pada kadar atau presentasenya 10% atau 5%.  
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan terhadap hasil 
pertanian di desa lain belum sesuai dengan teori ekonomi Islam, di 
mana mereka hanya mengeluarkan zakat tanaman padi saja.  
 Dalam Islam telah ditetapkan nisab zakat pertanian yaitu 5 
wasaq atau 653 kg ataupun jika dinominalkan dengan uang yang 
disetarakan dengan harga makanan pokok di desa ini yaitu Rp5.000 
maka hasil yang diperoleh yaitu 653 kg x Rp5.000 =Rp3.256.000. 
Sedangkan pada paktik di masyarakat, mereka menggunakan 
takaran nisab 7 gunca atau sama dengan 1.050 kg ataupun jika 
dinominalkan akan diperoleh hasil 1.050 kg x Rp5.000 
=Rp5.250.000. Sehingga berdasarkan hasil tersebut maka dapat 
diketahui bahwa nisab atau batas minimal harta dari zakat pertanian 
yang dipahami oleh petani tidak sesuai dengan nisab yang telah 
ditetapkan dalam ekonomi Islam.  
 Dalam pelakanaan zakat pertanian juga harus diperhatikan 
pada kadar atau presentasenya, di mana penentuan kadar ini semua 
ulama selama sepakat bahwa jumlah kadar yang wajib dikeluarkan 
zakat pertanian adalah 10% jika tanaman tersebut disirami air hujan 
atau air dari aliran air. Sedangkan jika air yang digunakan air 
irigasi ataupun menggunakan tenaga orang maka cukup 
mengeluarkan 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
segala jenis tanaman hasil bumi itu wajib zakatnya tidak hanya 
tanaman padi saja. Dalam pelaksanaannya seharusnya petani lebih 
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memperhatikan lagi nisab zakat pertanian yang sesuai dengan 
ketentuan dalam Islam. Di samping itu juga, zakat pertanian itu 
bukan dikeluarkan setahun sekali, akan tetapi jika telah mengalami 
panen dan sampai nisab maka wajib dikeluarkan zakat sesuai 
dengan kadar atau presentase 10% atau 5% tergantung pada sistem 
pengairan yang dilakukan oleh petani. Dari keseluruhan praktik 
zakat pertanian yang dilakukan oleh petani Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie masih ada hal-hal yang kurang 
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam teori 
ekonomi Islam. Adapun golongan yang seharusnya menerima zakat 
diberikan secara merata dan adil. Hal ini perlu diperhatikan agar 
zakat tidak diberikan kepada yang tidak seharusnya dikarenakan 
bukan haknya untuk menerima.  
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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
 Berdasarkan uraian di atas mengenai pelaksanaan zakat 
pertanian pada petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie yang telah peneliti paparkan, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Petani di Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga 
Kabupaten Pidie sudah menjalankan kewajiban 
mengeluarkan zakat hasil pertanian meskipun hanya 
sekali dalam setahun padahal mereka mengalami panen 
dua kali dalam setahun. Di tambah juga, keseluruhan 
dari mereka hanya mengeluarkan zakat tanaman padi 
saja. Adapun besaran nisab yang digunakan dalam 
takaran pengeluaran zakat pertanian adalah 7 gunca atau 
sama dengan 1.050 kg. Dalam pengeluaran zakat 
pertanian mereka menggunakan presentase 10%, serta 
pendistribusian zakat disalurkan kepada saudara-saudara 
terdekat dan meunasah di desa tersebut. 
2. Dengan melihat kenyataan di Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie jika dibandingkan 
dengan ketentuan dalam ekonomi Islam masih adanya 
ketidaksesuaian dalam praktik yang dijalankan oleh 
petani. Dalam ketentuan nisab zakat pertanian yang 
sebenarnya adalah 5 wasaq atau sama dengan 653 kg. 
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3. Hal lainnya mengenai presentase zakat keseluruhannya 
5% atau 10% berdasarkan sistem pengairan yang 
digunakan, padahal kebanyakan dari mereka memahami 
hal tersebut, namun tidak mempraktikkan sebagaimana 
mestinya dalam teori ekonomi Islam. Kemudian 
pendistribusian zakat hasil pertanian seharusnya 
diserahkan ke Baitul Mal Gampong sebagaimana yang 
tercantum pada peraturan Pemerintah Aceh. Namun hal 
ini belum terlaksana di desa tersebut.  
 
5.2  Saran  
 Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terkait 
dengan penelitian sebagaimana pada penjelasan di atas, maka 
peneliti memaparkan saran yang bertujuan mengharapkan adanya 
tindakan dari pihak-pihak terkait seperti: 
1. Bagi pihak Baitul Mal diharapkan menetapkan dan 
menerapkan kebijakan yang lebih tegas kepada masyarakat 
khususnya petani agar membayar zakat hasil pertanian ke 
Baitul Mal agar pengumpulan dan pendistribusian zakat 
pertanian menjadi lebih teratur dan efisien. Di samping itu 
juga, menegakkan peraturan mengenai pendirian organisasi 
Baitul Mal Gampong pada setiap gampong atau desa agar 
pelaksanaan zakat pertanian berjalan dengan baik dan 
lancar, sehingga akan memberikan dampak bagi 
perekonomian. Di antaranya, pengumpulan zakat yang 
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efektif dan efisien, pendistribusian yang adil dan merata, 
mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan.  
2. Bagi tokoh agama Desa Mesjid diharapkan dapat 
memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai zakat 
pertanian yang sesuai dengan ketentuan dalam Islam 
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis agar petani lebih 
memahami lagi mengenai zakat pertanian yang semestinya 
sehingga dalam praktiknya dalam dilakukan secara benar.  
3. Bagi keuchik dan perangkat desa diharapkan mampu 
mendirikan Baitul Mal Gampong yang berguna untuk 
pengelolaan zakat yang lebih baik. Hal ini juga akan 
memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat di desa ini 
dengan pengumpulan dan pendistribusian zakat yang adil 
dan merata. 
4. Bagi petani seharusnya lebih mendalami lagi mengenai 
pelaksanaan zakat pertanian yang sesuai dengan ketentuan 
dalam Islam, dalam praktiknya petani harus mengubah cara 
berpikir yang lebih luas sehinggga akan mudah menerima 
masukan dan bisa terlepas dari kebiasaan atau adat-istiadat 
selama ini berlaku yang tidak semua bisa dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan zakat pertanian.  
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LAMPIRAN 
Lampiran 1: Pedoman Wawancara  
1. Pedoman Wawancara dengan Petani Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman 
wawancara secara mendalam dengan petani di Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. 
 IDENTITAS INFORMAN 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Hari/Tanggal   : 
Waktu   : 
 DAFTAR PERTANYAAN 
No Pertanyaan 
1 Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian? 
2 Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang 
lain? 
3 Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang dimiliki/dikelola? 
4 Apa bentuk kerja sama dalam praktik pertanian yang dilakukan 
oleh bapak/ibu? 
5 Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan? 
6 Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun 
dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh? 
7 Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian? 
8 Bagaimana tipologi (cara-cara) bapak/ibu dalam mengeluarkan 
zakat pertanian? 
9 Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh 
disalurkan oleh petani? 
10 Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian 
mengikuti  ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari daerah 
setempat? 
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Lanjutan Lampiran 1: Pedoman Wawancara  
2. Pedoman Wawancara dengan Pihak Lembaga Baitul 
Mal Pidie 
Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman 
wawancara secara mendalam dengan pihak lembaga Baitul Mal 
Pidie.  
 IDENTITAS INFORMAN 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Jabatan  : 
Hari/Tanggal  : 
Waktu    : 
 DAFTAR PERTANYAAN 
No Pertanyaan 
1 Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada lembaga Baitul 
Mal Pidie? 
2 Apakah pelaksanaan zakat pertanian di Kabupaten Pidie 
mengikuti petunjuk, model atau pola tertentu dari pemerintah, 
fatwa ulama, Qanun, atau lain sebagainya? 
3 Apakah ada standar operasional khusus dalam mengelola zakat 
pertanian yang digunakan oleh lembaga Baitu Mal di Kabupaten 
Pidie? 
4 Bagaimana potensi zakat pertanian di Kabupaten Pidie? 
5 Bagaimana realisasi zakat pertanian di Kabupaten Pidie? 
6 Dari mana saja zakat yang diterima oleh lembaga Baitul mal 
Pidie selama ini? 
7 Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga Baitu Mal Pidie? 
8 Apa upaya yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal Pidie dalam 
menghadapi permasalahan yang ada? 
9 Apa kriteria yang diberlakukan bagi mustahiq zakat pertanian 
oleh lembaga Baitul Mal Pidie dan bagaimana cara 
menentukannya? 
10 Siapa saja yang disalurkan zakat oleh lembaga Baitul Mal Pidie? 
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Lanjutan Lampiran 1: Pedoman Wawancara  
3. Pedoman Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa 
Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman 
wawancara secara mendalam dengan tokoh agama di Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. 
 IDENTITAS INFORMAN 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Usia   : 
Hari/Tanggal  : 
Waktu    : 
 DAFTAR PERTANYAAN 
No Pertanyaan 
1 Bagaimana pemahaman anda mengenai zakat pertanian? 
2 Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Mesjid? 
3 Bagaimana kesadaran petani di Desa Mesjid dalam 
mengeluarkan zakat pertanian? 
4 Adakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemahaman 
masyarakat mengenai zakat pertanian? 
5 Tanaman apa saja yang dikeluarkan oleh petani? 
6 Bagaimana nisab atau batas zakat padi menurut petani? 
7 Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani? 
8 Siapa saja yang disalurkan zakat hasil pertanian? 
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Lanjutan Lampiran 1: Pedoman Wawancara  
4. Pedoman Wawancara dengan Kepala Desa/Keuchik  
Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman 
wawancara secara mendalam dengan keuchik Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. 
 IDENTITAS INFORMAN 
Nama   : 
Jenis Kelamin : 
Usia   : 
Hari/Tanggal  : 
Waktu   : 
 DAFTAR PERTANYAAN 
No Pertanyaan 
1 Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Mesjid? 
2 Adakah aturan khusus dari kepala desa mengenai mekanisme 
pengeluaran zakat pertanian? 
3 Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani? 
4 Tanaman apa saja yang dikeluarkan zakat oleh petani? 
5 Bagaimana kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat 
pertanian? 
6 Adakah upaya yang dilakukan oleh kepala desa/keuchik dalam 
meningkatkan kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat? 
7 Bagaimana pendistribusian zakat pertanian di Desa Mesjid? 
8 Siapa saja yang disalurkan/diberikan zakat hasil pertanian? 
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Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara  
1. Hasil Wawancara dengan Petani Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
Berikut ini merupakan lampiran mengenai hasil wawancara 
secara mendalam dengan petani di Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie. 
 IDENTITAS INFORMAN A 
Nama   : Syarifah Nuraini 
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Usia   : 32 Tahun  
Hari/Tanggal   : Senin/11 Februari 2019 
Waktu   : 09.15-10.00 
Peneliti  Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian? 
Informan Zakat segala jenis tanaman yang harus dikeluarkan jika 
telah mencapai batas. 
Peneliti  Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik 
orang lain? 
Informan Milik sendiri  
Peneliti Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang 
dimiliki/dikelola? 
Informan ½ hektar tanah  
Peneliti Apa bentuk kerja sama dalam praktik pertanian yang 
dilakukan oleh bapak/ibu? 
Informan Tidak ada karena lahan sawah milik sendiri. 
Peneliti Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan? 
Informan Sistem pengairan dilakukan sendiri yang diairi dari lueng 
(saluran air). 
Peneliti Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu 
setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh? 
Informan Dua kali panen dalam setahun, hasil panen pertama 20 
gunca padi dan panen kedua berupa tanaman lain. 
Peneliti Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil 
pertanian? 
Informan Padi, bawang merah, tomat dan cabai besar. 
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Lanjutan Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara  
Peneliti Bagaimana tipologi (cara-cara) bapak/ibu dalam 
mengeluarkan zakat pertanian? 
Informan  Saya memberikan zakat secara langsung kepada 
penduduk fakir miskin setempat. 
Peneliti Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh 
disalurkan? 
Informan Fakir dan miskin 
Peneliti Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian 
mengikuti  ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari 
daerah setempat? 
Informan Kalau nisab yanag saya ketahui 7 gunca atau 1.050 kg 
dan kadar ketentuan yang biasa saya keluarkan 10%.  
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Lanjutan Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara 
  IDENTITAS INFORMAN B 
Nama   : Muhammad 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Usia   : 53 Tahun 
Hari/Tanggal   : Senin/11 Februari 2019 
Waktu   : 10.30-11.15 
Peneliti  Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian? 
Informan Zakat tanaman yang dikeluarkan setiap pasca panen oleh 
setiap petani. 
Peneliti  Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik 
orang lain? 
Informan Milik orang lain  
Peneliti Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang 
dimiliki/dikelola? 
Informan 2 hektar tanah  
Peneliti Apa bentuk kerja sama dalam praktik pertanian yang 
dilakukan oleh bapak/ibu? 
Informan Sewa tanoh adalah suatu bentuk kerja sama pengolahan 
pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di 
mana pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada 
penggarap untuk dikelola dengan modal yang berasal dari 
penggarap tanah. Adapun diakhir kerja sama ini, 
penggarap membayar sewa atas tanah tersebut kepada 
pemilik lahan dan zakat hasil pertanian dikeluarkan oleh 
penggarap lahan sawah. 
Peneliti Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan? 
Informan Sistem pengairan dilakukan sendiri yang diairi dari lueng 
(saluran air). 
Peneliti Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu 
setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang 
diperoleh? 
Informan Dua kali panen dalam setahun, pada panen pertama 80 
gunca padi dan 7 gunca padi pada panen kedua. 
Peneliti Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil 
pertanian? 
Informan Padi  
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Lanjutan Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara  
Peneliti Bagaimana tipologi (cara-cara) bapak/ibu dalam 
mengeluarkan zakat pertanian? 
Informan  Saya memberikan sebagian zakat ke meunasah dan 
sebagian lagi saya serahkan secara langsung kepada 
saudara dekat yang miskin. 
Peneliti Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh 
disalurkan? 
Informan Saudara dekat yang miskin  
Peneliti Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian 
mengikuti ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari 
daerah setempat? 
Informan Kalau nisab yanag saya ketahui 7 gunca atau 1.050 kg dan 
kadar ketentuan yang biasa saya keluarkan 10%. 
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Lanjutan Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara 
 IDENTITAS INFORMAN C 
Nama   : Zainabun Usman  
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Usia   : 30 Tahun  
Hari/Tanggal   : Senin/11 Februari 2019 
Waktu   : 14.30-15.40 
Peneliti  Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian? 
Informan Menurut saya setiap tanaman apapun yang merupakan hasil 
bumi maka apabila telah mencapai batasan tertentu wajib 
dikeluarkan zakatnya. 
Peneliti  Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang 
lain? 
Informan Milik orang lain  
Peneliti Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang 
dimiliki/dikelola? 
Informan 1,5 hektar tanah  
Peneliti Apa bentuk kerja sama dalam praktik pertanian yang 
dilakukan oleh bapak/ibu? 
Informan Mawah adalah suatu bentuk kerja sama pengolahan lahan 
pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana 
pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada 
penggarapa untuk dikelola dengan modal yang dikeluarkan 
dari masing-masing pihak dari keduanya. Adapun nisbah 
keuntungan dibagi sama rata antara keduanya. Dalam 
pembayaran zakat hasil pertanian dikeluarkan oleh kedua 
belah pihak. 
Peneliti Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan? 
Informan Sistem pengairan lahan terkadang saya lakukan sendiri 
dengan sumber air yang berasal dari lueng (saluran air) dan 
terkadang menggunakan tenaga orang lain. 
Peneliti Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu 
setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh? 
Informan Dua kali panen dalam setahun, pada panen pertama 60 
gunca padi dan 5 gunca padi pada panen kedua. 
Peneliti Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian? 
Informan Padi 
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Lanjutan Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara 
Peneliti Bagaimana tipologi (cara-cara) bapak/ibu dalam 
mengeluarkan zakat pertanian? 
Informan  Saya serahkan ke meunasah desa ini. 
Peneliti Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh 
disalurkan? 
Informan Fakir dan miskin 
Peneliti Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian 
mengikuti  ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari 
daerah setempat? 
Informan Kalau nisab yanag saya ketahui 7 gunca atau 1.050 kg dan 
kadar ketentuan yang biasa saya keluarkan 10%.  
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Lanjutan Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara 
 IDENTITAS INFORMAN D 
Nama   : Maya Risnawati  
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Usia   : 28 Tahun  
Hari/Tanggal   : Selasa/12 Februari 2019 
Waktu   : 09.00-10.15 
Peneliti  Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian? 
Informan Menurut saya semua hasil jenis tanaman wajib dikeluarkan 
zakatnya jika mencapai nisabnya masing-masing. 
Peneliti  Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang 
lain? 
Informan Milik orang lain  
Peneliti Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang 
dimiliki/dikelola? 
Informan 1 hektar tanah  
Peneliti Apa bentuk kerja sama dalam praktik pertanian yang 
dilakukan oleh bapak/ibu? 
Informan Sewa tanoh adalah suatu bentuk kerja sama pengolahan 
pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, di mana 
pemilik lahan menyerahkan lahan pertanian kepada 
penggarap untuk dikelola dengan modal yang berasal  
dari penggarap tanah. Adapun diakhir kerjasama ini, 
penggarap membayar sewa atas tanah tersebut kepada 
pemilik lahan dan zakat hasil pertanian dikeluarkan oleh 
penggarap lahan sawah. 
Peneliti Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan? 
Informan Sistem pengairan dilakukan sendiri yang diairi dari lueng 
(saluran air). 
Peneliti Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu 
setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh? 
Informan Dua kali panen dalam setahun, hasil panen pertama 40 
gunca padi dan panen kedua berupa bawang merah.  
Peneliti Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil pertanian? 
Informan Padi dan bawang merah 
Peneliti Bagaimana tipologi (cara-cara) bapak/ibu dalam 
mengeluarkan zakat pertanian? 
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Informan  Saya serahkan kepada saudara-saudara terdekat yang fakir 
dan miskin. 
Peneliti Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang diperoleh 
disalurkan? 
Informan Fakir dan miskin 
Peneliti Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian 
mengikuti ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari 
daerah setempat? 
Informan Kalau nisab yanag saya ketahui 7 gunca atau 1.050 kg dan 
kadar ketentuan yang biasa saya keluarkan 10%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
138 
 
 
 
Lanjutan Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara 
 IDENTITAS INFORMAN E 
Nama   : Nur Lina  
Jenis Kelamin  : Perempuan  
Usia   : 40 Tahun  
Hari/Tanggal   : Selasa/12 Februari 2019 
Waktu   : 11.00-12.35 
Peneliti  Apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian? 
Informan Menurut saya yang dikatakan dengan zakat pertanian 
adalah zakat yang harus dikeluarkan dari segala jenis 
tanaman yang ditanami jika batasan zakatnya telah 
sampai. 
Peneliti  Apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik 
orang lain? 
Informan Milik sendiri  
Peneliti Berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang 
dimiliki/dikelola? 
Informan 1 hektar tanah  
Peneliti Apa bentuk kerja sama dalam praktik pertanian yang 
dilakukan oleh bapak/ibu? 
Informan Upah tanoh adalah suatu bentuk kerja sama pengolahan 
pertanian antara pemilik lahan dengan 
penggarap/pengupah, di mana pemilik lahan 
mengeluarkan modal sendiri namun penggarap/pengupah 
bertugas untuk mengelola atau menyirami lahan tersebut. 
Adapun diakhir kerjasama maka pemilik lahan akan 
memberikan upah kepada penggarap atas jasa yang telah 
digunakan. Pada pelaksanaan zakat hasil pertanian 
dikeluarkan oleh pemilik lahan sawah. 
Peneliti Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan? 
Informan Sistem pengairan menggunakan tenaga orang lain untuk 
merawat dan menyiram. 
Peneliti Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu 
setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh? 
Informan Dua kali panen dalam setahun, hasil panen pertama 40 
gunca padi dan 3 gunca pada panen kedua. 
Peneliti Tanaman apa aja yang biasa diperoleh dari hasil 
pertanian? 
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Informan Padi 
Peneliti Bagaimana tipologi (cara-cara) bapak/ibu dalam 
mengeluarkan zakat pertanian? 
Informan  Saya serahkan sebagian ke meunasah dan sebagian 
lagi kepada saudara-saudara yang miskin. 
Peneliti Kepada siapa saja zakat hasil pertanian yang 
diperoleh disalurkan? 
Informan Orang miskin  
Peneliti Apakah bapak/ibu dalam pelaksanaan zakat pertanian 
mengikuti  ketentuan yang berlaku atau ketentuan dari 
daerah setempat? 
Informan Kalau nisab yanag saya ketahui 7 gunca atau 1.050 kg dan 
kadar ketentuan yang biasa saya keluarkan 10%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140 
 
 
 
Lanjutan Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara 
2. Hasil Wawancara dengan Pihak Lembaga Baitul Mal 
Pidie 
Berikut ini merupakan lampiran mengenai hasil wawancara 
secara mendalam dengan pihak lembaga Baitul Mal Pidie.  
 IDENTITAS INFORMAN 
Nama : Muhammad Zein 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia : 67 Tahun 
Jabatan : Kepala Bidang Pengumpulan Zakat 
Hari/Tanggal : Kamis/14 Februari 2019 
Waktu : 09.30-10.30 
Peneliti Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian pada lembaga 
Baitul Mal Pidie? 
Informan  Tidak adanya data zakat pertanian dikarenakan masyarakat 
tidak mengeluarkan ataupun membayar zakat hasil 
pertanian pada lembaga Baitul Mal. 
Peneliti  Apakah pelaksanaan zakat pertanian di Kabupaten Pidie 
mengikuti petunjuk, model atau pola tertentu dari 
pemerintah, fatwa ulama, Qanun, atau lain sebagainya? 
Informan Hal tersebut sangat pasti dan ditambah ada kebijakan-
kebijakan lain yang tidak bertentangan. 
Peneliti Apakah ada standar operasional khusus dalam mengelola 
zakat pertanian yang digunakan oleh lembaga Baitu Mal di 
Kabupaten Pidie? 
Informan Tidak ada standar khusus dari lembaga ini. 
Peneliti Bagaimana potensi zakat pertanian di Kabupaten Pidie? 
Informan Sangat berpotensi karena lahan sawah yang begitu luas. 
Peneliti Bagaimana realisasi zakat pertanian di Kabupaten Pidie? 
Informan Kami pernah melakukan sosialiasi mengenai zakat secara 
umum dengan tujuan untuk memberikan kesadaran pada 
masyarakat agar mengeluarkan zakat pada setiap jenis harta 
yang dihasilkan oleh seseorang apabila telah mencapai 
nisab. 
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Peneliti Dari mana saja zakat yang diterima oleh lembaga Baitul 
Mal Pidie selama ini? 
Informan Pegawai Negeri Sipil di wilayah itu, pedagang, Kontraktor 
dan beberapa masyarakat saja. 
Peneliti Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga Baitu Mal Pidie? 
Informan Sangat sulit mengubah kebiasan pada masyarakat. 
Peneliti Apa upaya yang dilakukan oleh lembaga Baitul Mal Pidie 
dalam menghadapi permasalahan yang ada? 
Informan Kami berusaha lebih baik lagi agar pengumpulan dan 
penditribusian zakat dapat terlaksana dengan baik. 
Peneliti Apa kriteria yang diberlakukan bagi mustahiq zakat 
pertanian oleh lembaga Baitul Mal Pidie dan bagaimana 
cara menentukannya? 
Informan Kriteria orang yang berhak menerima zakat (mustahiq) 
menurut kebijakan ini didasarkan pada ketentuan syariah 
yang berlaku dalam Al-Qur’an. 
Peneliti Siapa saja yang disalurkan zakat oleh lembaga Baitul Mal 
Pidie? 
Informan Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh lembaga Baitul 
Mal Pidie diberikan kepada 5 golongan, yaitu: (1) fakir (2) 
miskin (3) ibnu sabil (4) muallaf dan (5) gharimin. 
Sedangkan 3 golongan lainnya yang tidak menerima zakat  
seperti: (6) ‘amil zakat  pada lembaga Baitul Mal Pidie 
tidak diberikan zakat dikarenakan telah ada ketetapan gaji 
untuk pihak yang  mengurusi zakat dari lembaga itu, (7) 
riqab atau budak pada zaman sekarang tidak ada lagi, dan 
(8) sabilillah atau orang yang melakukan peperangan untuk 
menegakkan agama sudah sangat langka. 
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3. Hasil Wawancara dengan Tokoh Agama di Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
Berikut ini merupakan lampiran mengenai pedoman 
wawancara secara mendalam dengan tokoh agama di Desa Mesjid 
Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. 
 IDENTITAS INFORMAN 
Nama   : H. Abdullah Puteh 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia   : 67 Tahun 
Hari/Tanggal  : Rabu/13 Februari 2019 
Waktu   : 09.30-10.15 
Peneliti  Bagaimana pemahaman anda mengenai zakat pertanian? 
Informan Zakat yang harus dikeluarkan setiap jika mencapai 
nisabnya. 
Peneliti Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Mesjid? 
Informan Masih belum maksimal  
Peneliti Bagaimana kesadaran petani di Desa Mesjid dalam 
mengeluarkan zakat pertanian? 
Informan Kesadaran masih sangat tipis pemahaman terhadap 
pelaksananan yang sebenarnya, padahal sebagian banyak 
dari mereka mengetahui bahwa segala hasil pertanian yang 
apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan 
zakatnya apapun jenis tanaman tersebut. 
Peneliti Adakah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan 
pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian? 
Informan seharusnya perlu adanya ketetapan atau standar mengenai 
nisab zakat padi yang seragam dari pihak yang 
bersangkutan dengan perkara ini, seperti salah satunya 
lembaga Baitu Mal. 
Peneliti Tanaman apa saja yang dikeluarkan oleh petani? 
Informan Hanya tanaman padi  
Peneliti Bagaimana nisab atau batas zakat padi menurut petani? 
Informan 7 gunca padi  
Peneliti Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani? 
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Informan Penyaluran zakat hasil pertanian dari petani diberikan ke 
meunasah desa ini dan adanya juga yang menyalurkan 
secara pribadi. 
Peneliti Siapa saja yang disalurkan zakat hasil pertanian oleh 
petani ? 
Informan Diberikan zakat kepada 8 golongan sebagaimana yang 
disebutkan dalam Al-Qur’an surah at-Taubat (9) ayat 60, 
namun hal ini juga harus kondisikan dengan keadaan 
sekarang ini, karena tidak semua dari 8 golongan itu masih 
ditemukan. 
Peneliti Bagaimana nisab atau batas zakat padi menurut petani? 
Informan 7 gunca padi  
Peneliti Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani? 
Informan Penyaluran zakat hasil pertanian dari petani diberikan ke 
meunasah desa ini dan adanya juga yang menyalurkan 
secara pribadi. 
Peneliti Siapa saja yang disalurkan zakat hasil pertanian oleh 
petani ? 
Informan Diberikan zakat kepada 8 golongan sebagaimana yang 
disebutkan dalam Al-Qur’an surah at-Taubat (9) ayat 60, 
namun hal ini juga harus kondisikan dengan keadaan 
sekarang ini, karena tidak semua dari 8 golongan itu masih 
ditemukan. 
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4. Hasil Wawancara dengan Kepala Desa/Keuchik  Desa 
Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie 
Berikut ini merupakan lampiran mengenai hasil wawancara 
secara mendalam dengan keuchik Desa Mesjid Kecamatan 
Simpang Tiga Kabupaten Pidie. 
  IDENTITAS INFORMAN 
Nama   : Hasanuddin 
Jenis Kelamin : Laki-laki 
Usia   : 52 Tahun 
Hari/Tanggal  : Rabu/13 Februari 2019 
Waktu   : 15.00-15. 45 
Peneliti  Bagaimana pelaksanaan zakat pertanian di Desa Mesjid? 
Informan  pelaksanaan zakat pertanian di desa ini masih sangat 
kurang pengumpulannya. 
Peneliti Adakah aturan khusus dari kepala desa mengenai 
mekanisme pengeluaran zakat pertanian? 
Informan Tidak adanya aturan khusus lain dari perangkat desa namun 
 hanya sekedar peringatan yang diberikan. 
Peneliti Kemana zakat hasil pertanian diserahkan oleh petani? 
Informan Meunasah dan disalurkan sendiri kepada saudara-
saudaranya 
Peneliti Tanaman apa saja yang dikeluarkan zakat oleh petani? 
Informan Hanya padi 
Peneliti Bagaimana kesadaran petani dalam mengeluarkan zakat 
pertanian? 
Informan Masih sangat tipis kesadaran namun kebanyakan membayar 
zakat padi meskipun tidak sesuai ketentuan dalam Islam 
Peneliti Adakah upaya yang dilakukan oleh kepala desa/keuchik  
dalam meningkatkan kesadaran petani dalam mengeluarkan 
zakat? 
Informan Kami dari perangkat desa berupaya selalu menghimbau 
pada petani agar membayar zakat pertanian khusunya saat 
panen padi  namun tidak ada unsur pemaksaan 
Peneliti Bagaimana pendistribusian zakat pertanian di Desa Mesjid? 
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Informan Pendistribusian zakat pertanian dilakukan oleh perangkat 
desa pada saat zakat tersebut telah terkumpul dan diberikan 
kepada yang berhak 
Peneliti Siapa saja yang disalurkan/diberikan zakat hasil pertanian ? 
Informan Pihak-pihak yang didistribusikan zakat oleh perangkat Desa 
Mesjid adalah fakir, miskin, gharim dan ‘amil. sedangkan 
muallaf, riqab, fi sabililillah dan ibnu sabil sudah sangat 
jarang ada.  
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Gambar 1. Foto Bersama Ibu Syarifah Nuraini (Petani) 
 
Gambar 2. Foto Bersama Bapak Muhammad (Petani) 
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 Gambar 4. Foto Bersama Ibu Maya Risnawati (Petani) 
 
Gambar 3. Foto Bersama Ibu  Nur Lina (Petani) 
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Gambar 5. Foto Bersama Ibu Zainabun (Petani) 
 
Gambar 6. Foto Bersama  Muhammad Zein         
(Pihak Lembaga Baitul Mal Pidie 
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Gambar 7. Foto Bersama Bapak  H. Abdullah Puteh        
(Tokoh Agama Desa Mesjid) 
 
Gambar 8. Foto Bersama Bapak  Hasanuddin                  
(Keuchik Desa Mesjid) 
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